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Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

iR

dan

V. penggunaan untu pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang
memungkinkan sua n/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa 1zin
Pelaku Pertunjukan, Pr. m, atau Lembaga Penyiaran

SanksiPelanggaran Pasal 1

1 Setmp Orang yang dengan t hak ukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1} f 1 uptuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lam® 1 (sa talun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) /

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ata Pencipta atau pemegang Hak Cipta

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

k Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdirs
as hal moral dan hak ekonomi
tasan Pelindungan Pasal 26
agamana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:
kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkat untuk pelaporan

ilmu peng
Penggan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran,

nogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar;

melakukan pelanggaran hak ekonomi Pency
huruf ¢, huruf d, huruf £, dan/atau hurof b untuk B
dengan pidana penjara paling lama 3 (higa) tahu
Rp300.000.000,00 (hma ratus juta rupiah).

ana dimaksud dalam Pasal ayat (1)
an Secara Fomersial dipidana

an/ atau pidana denda paling banyak

Y,
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BAB 1
Konsep Disabilitas

A. Definisi dan Klasifikasi Disabilitas

Disabilitas merupakan isu global yang memengaruhi kehidupan
dari satu miliar orang di seluruh dunia (World Health
tion [WHO], 2011). Pemahaman tentang disabilitas terus
ng, dari yang awalnya berfokus pada pendekatan medis
sosial yang lebih komprehensif. Perspektif global
menawar erangka kerja yang memungkinkan negara-negara
untuk meny su?(eijakan yang menghormati hak asasi manusia,
mengintegrasik andang disabilitas ke dalam masyarakat, dan
mengurangi hamba erta sosial.

Pada awalnya, dlpandang sebagai masalah medis
yang berfokus pada ind|V|d katan ini disebut sebagai model
medis disabilitas, yang mellha dang disabilitas sebagai subjek
yang harus "diperbaiki" melalw int ﬁl‘medls atau rehabilitasi.

Dalam model ini, keterbatasan indivi dianggap sebagai akar
permasalahan, sehingga solusi yang djgawarkan cenderung
mengabaikan faktor lingkungan dan sosial&urut memengarubhi
kondisi mereka (Shakespeare, 2013). Q

Sebagai contoh, seseorang dengan gan pendengaran
dianggap memiliki “kekurangan” yang perlu diatasi t bantu
dengar atau operasi medis. Model ini sering kali menuptkg"yg
karena penyandang disabilitas dipandang sebagai mdlv@ng
"tidak sempurna" dan bergantung pada belas kasihan masyarakat.

Namun, model medis disabilitas tidak sepenuhnya keliru. Dalam
beberapa kasus, intervensi medis dapat meningkatkan kualitas hidup
individu, misalnya melalui teknologi prostetik atau terapi fisik. Akan
tetapi, fokus yang terlalu sempit pada pendekatan ini gagal mengatasi
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hambatan struktural yang menghalangi partisipasi penuh
penyandang disabilitas dalam masyarakat.

Pada paruh kedua abad ke-20, muncul kritik terhadap model
medis disabilitas. Kritik ini mengarah pada pengembangan model
sosial disabilitas, yang berfokus pada hambatan lingkungan dan sosial
yang dihadapi oleh penyandang disabilitas (Oliver, 1990). Model

@sial berpendapat bahwa disabilitas bukan semata-mata masalah
idu, tetapi hasil dari struktur sosial yang tidak inklusif.

ﬁe agai contoh, seorang pengguna kursi roda bukan menjadi

"cacat' Agarena kondisi fisiknya, tetapi karena infrastruktur publik

yang ti ediakan aksesibilitas, seperti ramp atau lift. Dengan

demikian, @ung jawab untuk mengatasi disabilitas tidak lagi

sepenuhnya er% pada individu, tetapi juga pada masyarakat yang

harus menciptaka gkungan inklusif.
Pendekatan im@memengaruhi kebijakan internasional,

termasuk Convention omthé Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
yang disahkan oleh Perseri ?Qangsa—Bangsa pada tahun 2006.
CRPD menekankan bahwa di Stya adalah hasil interaksi antara
individu dengan hambatan sosial, ya, dan lingkungan yang
mencegah partisipasi penuh mereka m masyarakat (United

Nations, 2006).
World Health Organization (WHO) n@!rikan definisi yang

komprehensif tentang disabilitas melalui Intern @ al Classification
of Functioning, Disability, and Health (ICF). 1€ endefinisikan
disabilitas sebagai istilah payung untuk menggamb gguan,
keterbatasan aktivitas, dan hambatan partisipasi yang@eg kan
oleh interaksi antara individu dengan kondisi kesehatan tertentu dan
faktor kontekstual, termasuk lingkungan fisik dan sosial (WHO,2001).
Pendekatan ini mengintegrasikan dimensi biologis, psikologis, dan
sosial untuk memahami disabilitas. Sebagai contoh, seorang
penyandang tunanetra mungkin menghadapi keterbatasan aktivitas,
seperti membaca teks cetak, tetapi hambatan partisipasi mereka
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dalam masyarakat dapat diminimalkan melalui penyediaan teknologi
adaptif, seperti pembaca layar atau teks braille.

Definisi WHO ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya
terkait dengan kondisi medis, tetapi juga dengan sejauh mana
masyarakat dapat mengakomodasi kebutuhan individu tersebut.
Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang untuk mendukung

nyandang disabilitas harus mempertimbangkan aspek kesehatan,
idikan, pekerjaan, dan aksesibilitas.

omvention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
adaI[ nggak penting dalam advokasi global untuk penyandang
disabili D mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai
individu y memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau
sensorik jangka jang yang, dalam interaksi dengan hambatan
sosial dan lingk apat menghalangi partisipasi penuh dan
efektif mereka dalam rakat (United Nations, 2006).

Pendekatan ini j disabilitas sebagai isu hak asasi
manusia dan menuntu :?\erintah untuk menghilangkan
diskriminasi, meningkatkan a e?' as, dan menciptakan peluang
yang setara. Sebagai contoh, Pasal D menekankan pentingnya
aksesibilitas dalam transportasi, infor i»=dan komunikasi. Hal ini
relevan dalam konteks global, di mana infrastgaktur publik sering kali
tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhaf pespfyandang disabilitas.
CRPD juga menggarisbawahi prinsip inklusi drtisipasi penuh
dalam semua aspek kehidupan masyarakat: la konteks
pendidikan, misalnya, ini berarti memastikan b k-anak
penyandang disabilitas memiliki akses ke sekolah i@?

ang
dilengkapi dengan fasilitas dan dukungan yang memadai. &

Tantangan dalam Perspektif Global

1. Stigma dan Diskriminasi
Meskipun ada kemajuan dalam pengakuan hak-hak penyandang
disabilitas, stigma dan diskriminasi tetap menjadi hambatan
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utama. Di banyak negara, penyandang disabilitas masih dianggap
sebagai beban sosial atau dipandang tidak mampu berkontribusi
pada masyarakat (Shakespeare, 2013).

2. Ketimpangan Aksesibilitas
Aksesibilitas adalah isu utama dalam perspektif global. Di negara
berkembang, misalnya, infrastruktur publik sering kali tidak ramah
i penyandang disabilitas. Jalan yang tidak rata, transportasi
yang tidak dilengkapi dengan fasilitas khusus, dan
an yang tidak memiliki ramp atau lift adalah beberapa

3. Ketimpan ar% pnomi
Penyandang litas sering menghadapi kesulitan dalam
mendapatkan pekefjaam yang layak. Tingkat pengangguran di
kalangan penyandahg disahilitas jauh lebih tinggi dibandingkan
populasi umum, teruta }pegara—negara dengan kebijakan
H

perlindungan yang lemah ( yﬂl).

Pendekatan Inklusif di Berbagai Negar.

1. Amerika Serikat: Americans with “Disabilities Act (ADA)
Di Amerika Serikat, Americans with Disabil @ ct (ADA) tahun
1990 merupakan undang-undang penting @ melarang
diskriminasi terhadap penyandang disabilitas erbagai
aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan,‘g"l s ke
fasilitas publik. Undang-undang ini juga men skan
perusahaan dan organisasi untuk menyediakan akomodasi yang
layak bagi penyandang disabilitas (US Department of Justice,
2020).
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2. Eropa: Strategi Disabilitas Uni Eropa
Uni Eropa memiliki European Disability Strategy, yang bertujuan
untuk menciptakan masyarakat inklusif dengan menghilangkan
hambatan vyang dihadapi penyandang disabilitas dalam
mobilitas, pendidikan, dan pekerjaan. Strategi ini juga
menekankan pentingnya pengumpulan data yang akurat untuk
@ mendukung kebijakan berbasis bukti (European Commission,

021).
@l nesia: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

esia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
20 ng Penyandang Disabilitas, yang mengatur tentang
hak- &nyandang disabilitas dalam berbagai bidang,
termasuk pefdidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas. Undang-
undang ini jug engharuskan pemerintah untuk menyediakan
transportasi um&ang ramah disabilitas dan memastikan
inklusi sosial di be %ktor.

Definisi disabilitas dal m)& ektif global telah berkembang

e

dari model medis yang sempit med} endekatan multidimensional
yang lebih inklusif. Model sosial d :ﬁekﬁf hak asasi manusia,
seperti yang tercermin dalam CRPD, mé&nekankan bahwa disabilitas

bukan hanya masalah individu, tetapi juga ung jawab kolektif
untuk menciptakan masyarakat yang inklusi n mengadopsi
kebijakan yang berbasis pada prinsip inklusi dan ibilitas, negara-

negara dapat memberdayakan penyandang disabilitas untuk
berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. &
B. Hak dan Kebijakan untuk Penyandang Disabilitas @
Penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan yang
menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak dasar yang dijamin
dalam instrumen hukum internasional maupun nasional. Hak-hak
tersebut mencakup akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan
kesehatan, transportasi, serta partisipasi politik dan sosial. Seiring
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berkembangnya pendekatan berbasis hak asasi manusia, kebijakan
untuk penyandang disabilitas juga mengalami transformasi, dari
pendekatan karitatif menjadi pendekatan yang berbasis inklusi dan
penghormatan terhadap hak-hak mereka (United Nations, 2006).

1. Hak atas Non-Diskriminasi dan Kesetaraan
& Non-diskriminasi merupakan prinsip dasar dalam Convention
the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), yang menyatakan
& a semua penyandang disabilitas memiliki hak untuk
rj ati kebebasan dan kesetaraan tanpa diskriminasi
kondisi fisik, mental, atau sensorik mereka (United
06). CRPD mendefinisikan diskriminasi tidak hanya

sebagai t dy angsung, tetapi juga sebagai kelalaian dalam
memberikan a@d si yang layak.

Sebagai con@oenyedia layanan publik yang tidak
menyediakan akse '%?bagi pengguna kursi roda dapat
dianggap melakukan d S?qasi. Kebijakan anti-diskriminasi,
seperti Americans with Di. % Act (ADA) di Amerika Serikat,
mengharuskan tempat kerja,“se dan fasilitas publik untuk
menyediakan akomodasi yang sesuai i penyandang disabilitas
(US Department of Justice, 2020). &

2. Hak atas Pendidikan

Edukasi merupakan salah satu hak utam diatur dalam

CRPD. Pasal 24 konvensi ini mengakui bah Qg‘andang

disabilitas memiliki hak untuk mengakses pendidikanSnKlusifiyang
berkualitas tanpa diskriminasi. Sistem pendidikan inkluSif¥aarus

dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus individu, termasuk
menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses, pelatihan
bagi tenaga pengajar, dan teknologi bantu (United Nations, 2006).

Di Indonesia, hak atas pendidikan penyandang disabilitas
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-
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A

undang ini mengharuskan pemerintah untuk menyediakan
fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas, baik di tingkat sekolah
dasar hingga pendidikan tinggi (Republik Indonesia, 2016).
Namun, realitasnya masih jauh dari ideal. Banyak anak
penyandang disabilitas di negara berkembang yang tidak dapat
mengakses pendidikan karena keterbatasan infrastruktur, stigma
sosial, dan kurangnya sumber daya. WHO (2011) melaporkan

i rendah untuk menyelesaikan pendidikan dasar

ﬁwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki kemungkinan

ingkan dengan anak-anak non-disabilitas.

3. Hak ata@uatan
Hak ta% atan bagi penyandang disabilitas dijamin oleh

Pasal 25 CR ra-negara yang meratifikasi konvensi ini
diwajibkan untu &ediakan layanan kesehatan yang dapat
diakses oleh sem }@u tanpa diskriminasi. Penyandang
disabilitas sering kali me n?i hambatan dalam mendapatkan
layanan kesehatan, seperti ni?l ang tinggi, kurangnya fasilitas
yang aksesibel, dan diskri n% h tenaga medis (United

Nations, 2006).

Sebagai contoh, penyandang disapilitas fisik mungkin
kesulitan mengakses pusat kesehatan éﬁinfrastruktur yang
tidak mendukung. Untuk mengatasi ha @ ini, kebijakan

kesehatan inklusif diperlukan, termasuk pela bagi tenaga
medis untuk memahami kebutuhan khus

pghyandang
disabilitas (WHO, 2011). \Y‘@

4. Hak atas Pekerjaan

Pekerjaan merupakan hak fundamental yang berkontribusi
pada kemandirian ekonomi dan partisipasi sosial seseorang.
CRPD, melalui Pasal 27, menjamin hak penyandang disabilitas
untuk bekerja di lingkungan yang inklusif, adil, dan bebas

Disahilitas Dan Kualitas Layanan Bus Pemerintah | 7



diskriminasi. Ini mencakup hak untuk menerima pelatihan kerja,
upah yang setara, dan perlindungan dari eksploitasi (United
Nations, 2006).

Di banyak negara, undang-undang ketenagakerjaan
melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Sebagai
contoh, Equality Act 2010 di Inggris mewajibkan perusahaan

& untuk menyediakan akomodasi yang sesuai, seperti jam kerja
ksibel atau perangkat bantu di tempat kerja (Equality and

n Rights Commission, 2018).

amun, tantangan tetap ada. Tingkat pengangguran di
kala enyandang disabilitas cenderung lebih tinggi
diband@ populasi umum. Di Indonesia, meskipun Undang-
Undang ahun 2016 mengatur tentang kuota pekerjaan
untuk penyani abilitas di sektor publik, implementasinya
sering kali tida @MI karena kurangnya pengawasan dan

stigma sosial (Repu opesia, 2016).

5. Hak atas Transportasi dan Io»?t
Mobilitas adalah aspe untuk partisipasi sosial,
pekerjaan, dan pendidikan. CRPD garisbawahi pentingnya
transportasi umum vyang ramah” disabjtitas. Pasal 9 CRPD
menekankan bahwa negara harus m an bahwa semua
fasilitas transportasi umum dapat diak e’h penyandang
disabilitas, termasuk menyediakan ramp, & informasi
dalam format braille dan audio (United Nations,
Sebagai contoh, di Jepang, hampir semua stasi
besar dilengkapi dengan lift dan layanan pendampmg@uk
pengguna kursi roda. Di sisi lain, di negara berkembang seperti
Indonesia, transportasi umum yang ramah disabilitas masih
sangat terbatas. Kurangnya infrastruktur yang memadai sering kali

menjadi hambatan utama bagi penyandang disabilitas untuk
berpartisipasi aktif dalam masyarakat (Republik Indonesia, 2016).
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Kebijakan Global untuk Penyandang Disabilitas

1. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

A

27

2.

CRPD merupakan instrumen hukum internasional yang
paling komprehensif dalam melindungi hak-hak penyandang
disabilitas. Diresmikan pada tahun 2006, CRPD telah
diratifikasi oleh lebih dari 180 negara. Konvensi ini mencakup
berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan,
kesehatan, mobilitas, dan partisipasi politik (United Nations,
06).

ble Development Goals (SDGs)

P dang disabilitas juga menjadi fokus dalam agenda
global 3‘ inable Development Goals (SDGs). SDG 4
menarge didikan inklusif untuk semua, sementara
SDG 8 mene&x pentingnya pekerjaan yang layak bagi
penyandang w Integrasi penyandang disabilitas
dalam SDGs menuhjulgkan pengakuan terhadap peran
mereka dalam pemb ny yang berkelanjutan (United
Nations, 2015).

European Disability Strategy

Uni Eropa mengembangkan Eurdpedy” Disability Strategy
untuk periode 2021-2030. Strategi rtujuan untuk
menciptakan masyarakat  yang

sif, dengan
menghilangkan hambatan yang dihadapi

p ndang
disabilitas dalam berbagai sektor, termasuk &Qasi,
oM)

pendidikan, dan pekerjaan (European Commission,

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun terdapat banyak kebijakan dan undang-undang

yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, tantangan
dalam implementasinya tetap signifikan. Di banyak negara
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berkembang, kurangnya sumber daya, infrastruktur, dan
pemahaman publik tentang kebutuhan penyandang disabilitas
menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, stigma sosial
terhadap penyandang disabilitas juga menjadi penghalang besar
bagi inklusi mereka dalam masyarakat (Shakespeare, 2013).
Hak dan kebijakan untuk penyandang disabilitas
& mencerminkan komitmen global untuk menciptakan masyarakat
g inklusif dan adil. Melalui instrumen hukum seperti CRPD dan
ﬁ a pembangunan berkelanjutan seperti SDGs, dunia telah
mbil langkah besar menuju pengakuan penuh atas hak-hak
pen disabilitas. Namun, keberhasilan implementasi
kebija i memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor

swasta, d n?ﬁﬁrakat untuk mengatasi stigma, meningkatkan

kesadaran, d emastikan aksesibilitas di semua sektor
kehidupan. &

C. Tantangan Mobilitas Penyandang\Disabilitas
Mobilitas merupakan salali'sa pek esensial dalam kehidupan
individu, yang menentukan “a ilitas mereka terhadap
pendidikan, pekerjaan, layanan keseh , dan partisipasi sosial.
Namun, penyandang disabilitas sering enghadapi berbagai

tantangan mobilitas akibat hambatan fisiK, ial, dan struktural.
Meskipun perkembangan teknologi dan kebifa lah membantu
mengurangi beberapa hambatan, tantangan i ap . signifikan,

terutama di negara berkembang (World Health Organi \'SVWHO],

2011). @
1. Hambatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Fisik

Infrastruktur yang tidak ramah disabilitas menjadi hambatan
utama dalam mobilitas penyandang disabilitas. Banyak fasilitas
umum, seperti stasiun kereta api, terminal bus, dan trotoar, yang
dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan pengguna kursi
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roda, penyandang tunanetra, atau individu dengan disabilitas
lainnya (United Nations, 2006).

Di negara berkembang, keterbatasan anggaran sering
menjadi alasan utama minimnya investasi dalam infrastruktur
yang inklusif. Misalnya, survei yang dilakukan oleh WHO (2011)
menunjukkan bahwa hanya 30% negara-negara di Afrika memiliki
trotoar yang dirancang untuk pengguna kursi roda. Kondisi serupa

a ditemukan di Indonesia, di mana banyak fasilitas transportasi
belum memenuhi standar aksesibilitas, meskipun Undang-

g Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur tentang hak
pen disabilitas (Republik Indonesia, 2016).

<

Transportasi yang ramah disabilitas merupakan

2. Kurangnya Trazi Publik yang Ramah Disabilitas

kebutuhan penting emastikan mobilitas dan partisipasi
sosial penyandang disabij 'rre?@mun, banyak sistem transportasi
di seluruh dunia tidak nyedigkan fasilitas yang memadai,
seperti ramp, lift, atau kursi KhusuS.*Penelitian oleh Schwanen et
al. (2015) menemukan bahwa peny%:ang disabilitas cenderung

menghindari transportasi umum karena getidaknyamanan dan
risiko keamanan.

Di Indonesia, misalnya, hanya seba i@il armada bus
yang dilengkapi dengan fasilitas ramah disa

@erﬁ ramp
atau area khusus untuk pengguna kursi roda. @ CRPD
h

menegaskan bahwa transportasi harus dapat diakse

ua
individu tanpa diskriminasi (United Nations, 2006). &'

3. Hambatan Sosial dan Budaya

Stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat juga
menjadi tantangan besar bagi mobilitas penyandang disabilitas.
Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas menghadapi
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diskriminasi atau diabaikan oleh penyedia layanan transportasi.
Shakespeare (2013) mencatat bahwa stigma ini sering Kkali
memperkuat isolasi sosial penyandang disabilitas, yang pada
akhirnya membatasi mobilitas mereka.

Sebagai contoh, di beberapa negara berkembang,
pengemudi transportasi umum enggan membantu penyandang
disabilitas karena kurangnya pelatihan atau pemahaman tentang

ahan budaya juga diperlukan untuk meningkatkan mobilitas

ﬁutuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa selain infrastruktur,

dang disabilitas (Schwanen et al., 2015).

4, Tantang@nologi dan Informasi
Kem ju% nologi dapat membantu mengatasi hambatan

mobilitas, tetag es terhadap teknologi ini sering kali terbatas
bagi penyandang@ilitas. Teknologi bantu, seperti aplikasi
navigasi khusus ata gkat yang dirancang untuk penyandang
tunanetra, masih kuran ?\dia di banyak wilayah. Menurut
laporan WHO (2011), han¥a % penyandang disabilitas di
negara berkembang yang memilikidakses terhadap alat bantu
mobilitas seperti kursi roda atau torgabjalan.

Di sisi lain, teknologi seperti ride-hajling apps juga belum
sepenuhnya inklusif. Sebagai contoh,#sebagian besar aplikasi
transportasi tidak menyediakan opsi bagi pe dang disabilitas
untuk meminta kendaraan dengan fasilitas ki @perﬁ ramp
atau lift. Ini menunjukkan bahwa integrasi te @dengan

kebutuhan penyandang disabilitas masih m

kan
perhatian lebih (UNESCAP, 2019). &

Tantangan Spesifik di Negara Berkembang
1. Minimnya Anggaran untuk Infrastruktur Inklusif

Negara-negara berkembang sering kali menghadapi kendala
anggaran yang membatasi pembangunan infrastruktur inklusif.
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Sebagai contoh, survei oleh Asian Development Bank (ADB)
menunjukkan bahwa kurang dari 10% anggaran transportasi di
negara-negara Asia Tenggara dialokasikan untuk fasilitas yang
ramah disabilitas (ADB, 2018).

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah memperkenalkan
program transportasi inklusif, implementasinya masih terbatas
pada kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Sementara itu,

ﬁrah pedesaan hampir sepenuhnya terabaikan, sehingga

2. Kurangnya'Pelg

mzandang disabilitas di wilayah tersebut sering kali tidak
ki akses terhadap transportasi umum (Republik Indonesia,

201.@
|

an bagi Penyedia Layanan Transportasi
anusia yang kurang terlatih menjadi salah
satu hambatan u a dalam mobilitas penyandang disabilitas.
Penelitian oleh Sct n et al. (2015) menunjukkan bahwa
banyak pengemudi t ?asi umum tidak memahami
bagaimana membantu n)n ang penyandang disabilitas
dengan aman dan efisien.
Sebagai contoh, pengemudi b}_@ring kali tidak berhenti

cukup lama untuk memungkinkan peng@ursi roda naik atau
k

Sumber d&

turun dengan aman. Hal ini mencerm perlunya pelatihan
khusus bagi semua penyedia layana portasi untuk
memastikan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi

(UNESCAP, 2019). \S\

3. Keterbatasan Data tentang Penyandang Disabilitas

Kurangnya data yang akurat tentang populasi penyandang
disabilitas sering kali menghambat perencanaan kebijakan yang
efektif. Sebagai contoh, banyak negara tidak memiliki informasi
terperinci tentang jumlah, lokasi, dan kebutuhan spesifik
penyandang disabilitas. Akibatnya, pemerintah sering kali
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kesulitan dalam merancang sistem transportasi yang inklusif
(WHO, 2011).

Solusi untuk Mengatasi Tantangan Mobilitas
1. Peningkatan Infrastruktur Transportasi
Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur
& yang ramah disabilitas, seperti ramp, lift, dan jalur taktil untuk
@nanetra. Sebagai contoh, Jepang telah berhasil meningkatkan
ibilitas stasiun kereta api dengan menyediakan ramp dan
pir semua stasiun besar (UNESCAP, 2019).

2. Pen Teknologi untuk Inklusi
Aplikasi\navigasi khusus dan teknologi bantu lainnya dapat
membantu tasi hambatan mobilitas. Misalnya, aplikasi
seperti Blin irancang untuk membantu penyandang

tunanetra menavigasigruang publik dengan menggunakan
deskripsi audio (Sch@( al., 2015).

3. Pelatihan bagi Penyedi I;% n Transportasi
Penyedia layanan transporﬁ??us mendapatkan pelatihan
khusus tentang cara melay i)ﬁandang disabilitas. Ini
termasuk memahami kebutuh@n khusus mereka dan

memberikan bantuan yang sesuai tafipa jdiskriminasi (ADB,

2018). O

4. Kebijakan Inklusif dan Pengawasan Implementasi
Kebijakan inklusif harus diikuti dengan mekanisme asan
yang ketat untuk memastikan implementasi ya tif.
Pemerintah juga perlu melibatkan komunitas penyandang
disabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan
transportasi (United Nations, 2006).

Tantangan mobilitas penyandang disabilitas mencerminkan
kompleksitas masalah yang melibatkan aspek infrastruktur, budaya,
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D.

teknologi, dan kebijakan. Meskipun kemajuan telah dicapai di

beberapa negara, tantangan ini tetap signifikan, terutama di negara

berkembang. Untuk menciptakan sistem transportasi yang inklusif,

diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan

komunitas penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang

disabilitas dapat menikmati mobilitas yang setara, yang merupakan
syarat untuk partisipasi penuh dalam masyarakat.

t sus Mobilitas Disabilitas di Berbagai Negara

litas penyandang disabilitas menjadi tantangan global yang
memer rhatian lintas sektoral, termasuk kebijakan publik,
desain in@dun dan teknologi. Setiap negara menghadapi
tantangan unik ? arkan konteks sosial, ekonomi, dan politiknya.
Penelitian ole Id Health Organization ([WHO], 2011)
menunjukkan bahwa itas bukan hanya persoalan fisik, tetapi
juga persoalan struktur ang berkaitan dengan aksesibilitas,
pendidikan, dan stigma sos jwk memahami persoalan ini lebih
mendalam, studi kasus dari b ?ﬂ egara memberikan gambaran
mengenai bagaimana tantangan a% i diterapkan dalam konteks

yang berbeda.

Jepang - Sistem Transportasi Publik InkIus&

Jepang sering dianggap sebagai model ¢ menyediakan
sistem transportasi yang inklusif bagi penyandang' ilitas. Dengan
populasi lansia yang terus meningkat, Jepang te investasi
besar-besaran dalam infrastruktur yang ramah disabi pir
semua stasiun kereta api besar memiliki ramp, lift, dan jalurstakdtil
untuk tunanetra. Menurut laporan United Nations Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific ([UNESCAP], 2019),
langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Jepang yang
dikenal sebagai Barrier-Free Act.
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Namun, tantangan tetap ada. Di daerah pedesaan, aksesibilitas
masih terbatas karena kurangnya transportasi umum yang memadai.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan nasional telah
mendorong perubahan, implementasi di tingkat lokal membutuhkan
perhatian lebih.

@nerika Serikat - Pengaruh Americans with Disabilities Act (ADA)
merika Serikat telah menjadi pelopor dalam legislasi hak-hak
e ang disabilitas melalui Americans with Disabilities Act (ADA)
yang/digdopsi pada tahun 1990. Hukum ini mewajibkan semua
fasilita , termasuk transportasi, untuk menyediakan
aksesibilit gi penyandang disabilitas. Sebagai contoh, sistem
transportasi m{« eperti bus dan kereta api di kota-kota besar

seperti New Yorkd a§ Francisco telah dilengkapi dengan lift dan

ramp untuk penggu si roda (National Council on Disability,
2015).

Namun, kritik terhada ?zering kali datang dari komunitas
penyandang disabilitas yang Mef bahwa implementasi masih
belum konsisten. Di beberapa wila rutama daerah pedesaan,
layanan transportasi yang inklusif masi ang tersedia. Selain itu,
biaya perawatan fasilitas yang ramah disabilitag’sering menjadi beban
bagi pemerintah lokal (Schur, Kruse, & Blan%

Swedia - Desain Kota yang Inklusif Q
Swedia dikenal dengan pendekatan ink @ dalam

merancang kota. Stockholm, ibu kota Swedia, telah opsi
desain kota yang ramah disabilitas melalui jalur pejalan Kakivyang

dirancang khusus, sinyal lalu lintas audio untuk tunanetra, dan
aksesibilitas penuh di transportasi umum. Menurut laporan
European Disability Forum ([EDF], 2019), keberhasilan Swedia
berasal dari kombinasi kebijakan nasional yang kuat dan partisipasi
aktif komunitas penyandang disabilitas dalam proses perencanaan.
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Namun, tantangan tetap ada dalam bentuk cuaca ekstrem yang
dapat memperburuk kondisi mobilitas bagi penyandang disabilitas,
terutama di musim dingin. Oleh karena itu, pemerintah lokal terus
berupaya untuk menyediakan layanan tambahan seperti alat bantu
navigasi berbasis teknologi untuk penyandang disabilitas (EDF, 2019).

&dia - Ketimpangan Aksesibilitas di Negara Berkembang
dia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan
obilitas penyandang disabilitas. Dengan populasi lebih dari satu
mi a,/ ia memiliki sekitar 26,8 juta penyandang disabilitas (Census
of Indi Namun, sistem transportasi umum seperti bus dan
kereta api€eting kali tidak ramah disabilitas. Hanya sedikit fasilitas

yang dilengkapi Ian ramp atau lift, dan banyak penyandang

disabilitas melape diskriminasi saat menggunakan transportasi
umum (WHO, 2011 @

Salah satu lang gnifikan adalah peluncuran inisiatif
Accessible India Campaign ?@hun 2015, yang bertujuan untuk
meningkatkan aksesibilitas di a}{ ublik dan sistem transportasi.
Namun, pelaksanaan inisiatif inf se erhambat oleh kurangnya
koordinasi antara pemerintah pusat da%amerintah daerah (United

Nations, 2016). &
|

Indonesia - Kebijakan yang Belum Optima

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 %6 tentang

Penyandang Disabilitas telah menjadi dasar huk upaya
peningkatan aksesibilitas. Namun, implementasi di lap asih
menghadapi banyak kendala. Menurut penelitian oleh Ke rian

Perhubungan (2020), hanya sebagian kecil stasiun kereta api dan
terminal bus yang memiliki fasilitas ramah disabilitas.

Selain itu, stigma sosial terhadap penyandang disabilitas juga
menjadi tantangan. Banyak penyandang disabilitas merasa tidak
nyaman menggunakan transportasi umum karena kurangnya
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kesadaran masyarakat dan diskriminasi dari penyedia layanan. Solusi
yang dapat diterapkan adalah pelatihan bagi penyedia layanan
transportasi dan peningkatan edukasi masyarakat (Republik
Indonesia, 2016).

Australia - Integrasi Teknologi untuk Mobilitas
Q Australia telah menunjukkan bagaimana teknologi dapat
akan untuk meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas.
&i tah Australia telah memperkenalkan aplikasi navigasi seperti
Wa g yang dirancang khusus untuk membantu penyandang

dan pemeliharaan i sering kali menjadi kendala. Untuk
mengatasi masalah in erintah bekerja sama dengan sektor
swasta untuk menyediakan géluspyang lebih terjangkau (Schur et al.,

2013). /}

Studi kasus dari berbagai negara rrknjukkan bahwa tantangan
mobilitas penyandang disabilitas ben@ multidimensional,
melibatkan aspek infrastruktur, kebijakan, da . Meskipun ada
kemajuan signifikan, seperti di Jepang dan Swe@ tangan tetap
ada, terutama di negara-negara berkembang se@ dia dan
Indonesia.

Implikasinya adalah perlunya pendekatan ho

Namun, aky hadap teknologi ini masih terbatas, terutama
di wilayah pedes@e ain itu, biaya tinggi untuk pengembangan

melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pem
sektor swasta, hingga komunitas penyandang disabilitas. Teknologi,
kebijakan inklusif, dan perubahan budaya harus berjalan beriringan
untuk memastikan mobilitas yang setara bagi semua individu.
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BAB 2
Layanan Transportasi Publik dan Inklusi Disabilitas

A. Konsep Layanan Transportasi Publik
Transportasi publik adalah tulang punggung mobilitas
asyarakat di perkotaan dan pedesaan, memberikan akses terhadap
Q jaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas sosial.
S ansportasi publik yang efisien dan inklusif memainkan peran
pe J lam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.
Menu Bank (2017), layanan transportasi publik tidak hanya
menyedi solusi mobilitas bagi masyarakat luas tetapi juga

membantu gi emisi karbon, memitigasi kemacetan, dan
meningkatkan Kk ‘ﬂdup

Transportasi ptB cakup berbagai moda seperti bus, kereta
api, trem, kapal ferl tro. Dalam berbagai konteks, konsep
layanan transportasi pu encermmkan hubungan antara
kebutuhan masyarakat, keb lingkungan, serta efisiensi
sistem yang dirancang untuk mf}vg kesejahteraan sosial dan
ekonomi (Litman, 2021). k

Transportasi publik didefinisikan sébagai layanan mobilitas yang

disediakan secara kolektif oleh pemerint operator swasta,
yang dirancang untuk memenuhi kebutu %jalanan harian
masyarakat. Menurut Cervero (1998), tujuan “widmpd transportasi

publik adalah menyediakan aksesibilitas yang terjang lar.nyaman
bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelo ntan
seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.

Layanan transportasi publik harus memenuhi beberapa ‘Yrinsip
utama: keandalan, keamanan, aksesibilitas, efisiensi biaya, dan
keberlanjutan. Keberhasilan sistem transportasi publik sangat
tergantung pada kemampuannya untuk mengintegrasikan teknologi,
kebijakan, dan perencanaan kota untuk memenuhi kebutuhan
pengguna (Banister, 2005).
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Layanan transportasi publik terdiri dari beberapa komponen
kunci yang harus berfungsi secara harmonis untuk menciptakan
sistem yang efektif dan inklusif.

1. Infrastruktur Transportasi
Infrastruktur transportasi mencakup jalan, rel, terminal, stasiun,
& dan fasilitas penunjang lainnya. Infrastruktur yang dirancang
ngan baik tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas tetapi
emastikan aksesibilitas bagi semua kelompok masyarakat.
i contoh, di Swedia, sistem transportasi publik mencakup

jalu untuk pengguna kursi roda dan tunanetra, yang
merupa@agian dari kebijakan desain kota inklusif (European

Disability ory(ffow).
2. Moda Transportas@
Moda transportasi i bus, kereta api, dan metro memiliki

karakteristik unik yang ?Quhi kebutuhan perjalanan yang
berbeda. Menurut Rodrigue] Copftois, dan Slack (2017), pemilihan
moda transportasi sering kali dipesfgaruhi oleh faktor seperti jarak
perjalanan, ketersediaan layanan, de’Gya.

3. Teknologi dan Sistem Manajemen &

Teknologi memainkan peran penting “d
efisiensi dan kenyamanan transportasi publik.'S
time tracking, pembayaran elektronik, dan aplik

isfayigasi telah
menjadi standar dalam banyak kota besar (Litman, 2 @

meningkatkan
seperti real-

4. Kebijakan dan Regulasi
Kebijakan transportasi publik mencakup regulasi mengenai tarif,
subsidi, dan perencanaan jaringan transportasi. Menurut Banister
(2005), kebijakan yang efektif harus mengutamakan inklusivitas
dan keberlanjutan.
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Manfaat Transportasi Publik
1. Manfaat Ekonomi

Transportasi publik mendukung pertumbuhan ekonomi dengan
meningkatkan akses ke lapangan kerja dan aktivitas ekonomi.
Penelitian oleh Litman (2021) menunjukkan bahwa investasi
dalam transportasi publik dapat menghasilkan multiplier effect,

&menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan
duktivitas masyarakat.

2. t Sosial
Lay nsportasi publik yang inklusif memainkan peran
penﬁng@am mengurangi ketimpangan sosial. Dengan
menyedia arﬁz/ nan yang terjangkau, transportasi publik
membantu e@ rentan untuk berpartisipasi secara aktif
dalam kehidupan sgSial\dan ekonomi (Cervero, 1998).

3. Manfaat Lingkungan %
isi

Transportasi publik yang iefiydapat mengurangi emisi gas
rumah kaca dan mengurangi Z aan kendaraan pribadi. Hal
ini berkontribusi pada mitigasi peru iklim dan peningkatan
kualitas udara di kawasan perkotaan (W@nk, 2017).

Tantangan dalam Transportasi Publik

Meskipun manfaatnya besar, transportasi%enghadapi

berbagai tantangan yang menghambat efektivitasny
1. Ketidakcukupan Infrastruktur \9
Di banyak negara berkembang, infrastruktur transportdsi lik

masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut United Nations (2016), kota-kota di negara berkembang
sering menghadapi masalah seperti kemacetan lalu lintas,
kurangnya perawatan infrastruktur, dan kapasitas yang terbatas.
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2. Masalah Aksesibilitas
Penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan
aksesibilitas dalam menggunakan transportasi publik. Di
Indonesia, misalnya, hanya sebagian kecil fasilitas transportasi
publik yang ramah disabilitas (Kementerian Perhubungan, 2020).

naan yang terbatas sering kali menjadi hambatan utama
meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Banyak

sportasi publik bergantung pada subsidi pemerintah,
yang s@ali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
operasional dafi javestasi infrastruktur (Schur, Kruse, & Blanck,
2013).

Studi Kasus Impleme%an Transportasi Publik
a

;ﬁdanaan dan Efisiensi Operasional
ope

1. Singapura: Model Trans zlerpadu
Singapura telah menjadi saldh sagfu,contoh terbaik dalam integrasi

transportasi publik. Dengan®sis pembayaran terpadu dan
jaringan yang luas, transportasi publik di Singapura dikenal
sebagai salah satu yang paling efisien di gunia (Rodrigue et al.,
2017).

2. Brasil: Sistem Bus Rapid Transit (BRT) O

Sistem BRT di Curitiba, Brasil, telah menjadi mo i, banyak
kota di dunia. Dengan jalur khusus dan sistem ﬁket‘& isien,

BRT membantu mengurangi kemacetan dan meni tkan
aksesibilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (World Bank,
2017).

Layanan transportasi publik yang efektif memerlukan pendekatan
holistik yang mengintegrasikan infrastruktur, teknologi, dan
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kebijakan. Dengan mengatasi tantangan yang ada, transportasi publik
dapat menjadi solusi mobilitas yang berkelanjutan, inklusif, dan
efisien. Untuk mencapainya, diperlukan komitmen dari pemerintah,
sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan
transportasi publik.

B@nsip-Prinsip Transportasi Inklusif

ransportasi inklusif adalah konsep yang sangat penting dalam
e gun sistem transportasi yang adil dan dapat diakses oleh

sem ng, termasuk kelompok yang sering terpinggirkan seperti
penyan isabilitas, lansia, dan masyarakat berpendapatan
rendah. D rangka mewujudkan sistem transportasi yang inklusif,

r perlu diterapkan untuk memastikan bahwa
blik dapat diakses oleh seluruh lapisan

berbagai pri siryﬁ
layanan transpo
masyarakat tanpa

Menurut United

iMasi.

a}'%(ZOlG), transportasi inklusif bukan
hanya sekedar menyediaka %transportasi yang dapat diakses
oleh penyandang disabilitas#tetaPi, juga melibatkan penciptaan
lingkungan yang mendukung f%i aktif masyarakat dalam
kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.Rsinsip-prinsip transportasi

inklusif ini mencakup aksesibilitas, keberlanjutan, keadilan sosial,
keselamatan, dan kenyamanan.

1. Aksesibilitas OQ
Aksesibilitas adalah prinsip pertama dan i enting
dalam transportasi inklusif. Aksesibilitas mer@o ada
kemampuan semua orang, termasuk penyandang abilitas,
lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya, untuk mengakses
layanan transportasi tanpa hambatan fisik maupun struktural.
Sebagai contoh, sistem transportasi publik yang aksesibel
harus menyediakan fasilitas seperti ramp, lift, jalur taktil, dan
ruang untuk kursi roda di berbagai moda transportasi. Menurut
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Schur, Kruse, dan Blanck (2013), aksesibilitas melibatkan tidak
hanya infrastruktur fisik, tetapi juga pengoperasian layanan yang
dapat digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang
disabilitas. Misalnya, bus harus dapat mengakomodasi kursi roda,
dan stasiun kereta api harus menyediakan akses untuk pengguna
dengan mobilitas terbatas.

;. erlanjutan
(Transportasi inklusif juga harus memperhatikan prinsip
@Jtan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Sist portasi yang inklusif harus dapat bertahan dalam
jangka @g dan tidak mengorbankan hak generasi mendatang
nd

untuk m an akses yang sama. Keberlanjutan ini
mencakup pe an dampak lingkungan dari transportasi,
seperti penguran&misi karbon dan penggunaan energi
terbarukan.

Menurut Banister 40?1‘ keberlanjutan dalam konteks
transportasi publik e up perencanaan yang
mempertimbangkan masa dépa menggunakan teknologi
ramah lingkungan untuk memini n kerusakan ekologis.

Sistem transportasi yang berbasis energi §rbarukan dan ramah

lingkungan, seperti transportasi berbas k dan penggunaan
kendaraan umum yang efisien, adalah | npenting dalam

mengurangi jejak karbon. O
3. Keadilan Sosial \9

Keadilan sosial adalah prinsip lain yang ndasari
transportasi inklusif. Ini berkaitan dengan pemerataan” akses
terhadap layanan transportasi, tanpa adanya diskriminasi
berdasarkan status sosial, ekonomi, atau fisik. Transportasi inklusif
harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk
mereka yang hidup di daerah terpencil atau kurang mampu.
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Menurut Litman (2021), keadilan sosial dalam transportasi
mengharuskan pemerintah dan penyedia layanan transportasi
untuk memastikan bahwa sistem yang ada dapat memenuhi
kebutuhan mobilitas masyarakat yang paling rentan. Hal ini dapat
dilakukan dengan menyediakan subsidi untuk layanan
transportasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, atau dengan
menyediakan layanan transportasi di daerah-daerah yang kurang

layani oleh moda transportasi utama.

e

transp
perlindungan 4fang setara bagi semua pengguna, termasuk

penyandang s. Dalam hal ini, pengawasan dan regulasi
éa\

an dan Keselamatan
an adalah salah satu prinsip utama dalam sistem
i yang inklusif. Sistem transportasi harus memberikan

yang ketat dipe untuk memastikan bahwa standar
keselamatan dipen eluruh jaringan transportasi.

Sebagai contoh, pe b)w standar keselamatan di stasiun
kereta api atau terminal engakomoda5| penyandang
disabilitas adalah hal yang enting. Menurut Cervero
(1998), sistem transportasi yang am%&n mencegah kecelakaan
atau insiden yang dapat merugikan penumpang, terutama mereka
yang memiliki keterbatasan fisik. Selaif ity perangkat bantuan
seperti pelatih dan pendamping bagi dang disabilitas
dapat menjadi langkah untuk memastikan anan mereka
dalam menggunakan layanan transportasi publik. \S\

5. Kenyamanan dan Kualitas Layanan

Kenyamanan adalah salah satu prinsip yang tidak™ kalah
penting dalam sistem transportasi inklusif. Transportasi yang
inklusif harus memastikan bahwa semua orang merasa nyaman
selama perjalanan, mulai dari akses ke moda transportasi hingga
fasilitas di dalamnya. Ini mencakup suhu yang nyaman di dalam
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kendaraan, ketersediaan tempat duduk, serta kebersihan dan
kenyamanan lingkungan di sekitar halte atau stasiun.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh World Bank (2017),
kualitas layanan yang baik termasuk dalam komponen penting
dari transportasi publik yang inklusif. Layanan yang baik harus
mudah diakses, dengan sistem pembayaran yang transparan dan
mudah digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang

isabilitas dan lansia. Implementasi fasilitas seperti ruang tunggu
nyaman dan informasi yang jelas dapat meningkatkan
aman pengguna transportasi publik.

6. Parﬁsip@mgguna dalam Perencanaan
Prinsip tr, ortasi inklusif juga melibatkan partisipasi aktif

pengguna, t

ari kelompok rentan, dalam perencanaan
dan pengembang m transportasi. Melibatkan komunitas
penyandang disabi lam proses perencanaan transportasi
memastikan bahwa ?in yang diambil benar-benar
memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut United Nation$ E ic and Social Commission
for Asia and the Pacific (UNESCAP, 9), partisipasi aktif dari
masyarakat penyandang disabilitas dal merancang sistem
transportasi sangat penting untuk memds bahwa solusi yang
diusulkan benar-benar efektif. Misalnya, pe @ masukan oleh
penyandang disabilitas dalam hal desain kenda @au stasiun
kereta api akan menciptakan solusi yang lebih s i

dapat
diakses oleh mereka. @

7. Kolaborasi Antar Sektor
Transportasi inklusif memerlukan kolaborasi yang erat antara
berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan
organisasi masyarakat sipil. Setiap sektor memiliki peran yang
sangat penting dalam menciptakan sistem transportasi yang
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efektif dan inklusif. Pemerintah berperan dalam kebijakan dan
regulasi, sektor swasta dapat berkontribusi dalam inovasi
teknologi dan pendanaan, sementara masyarakat sipil dapat
memberikan perspektif pengguna yang langsung.

Banister (2005) menekankan pentingnya kolaborasi lintas
sektor untuk memastikan bahwa transportasi inklusif tidak hanya
memenuh| kebutuhan fisik tetapi juga mempertimbangkan faktor-

tor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi mobilitas
ﬁ rakat. Misalnya, kolaborasi dengan penyedia teknologi
menciptakan aplikasi navigasi yang dapat digunakan oleh

disabilitas akan sangat membantu mereka dalam
mengg@ layanan transportasi publik.

Prinsip—t ansportasi inklusif merupakan landasan
untuk mencipta a@wm transportasi yang dapat diakses oleh
semua orang. AkSesifilit keberlanjutan, keadilan sosial,
keamanan, kenyamana I2§|pa5| pengguna, dan kolaborasi
antar sektor adalah pri / ng harus diterapkan untuk
mewujudkan transportasi pub ng inklusif. Implementasi
prinsip-prinsip ini tidak hanya ak eningkatkan mobilitas

penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan manfaat sosial
dan ekonomi bagi seluruh masyarakat.

C. Standar Pelayanan untuk Penyandang Dlsabl|lt35@ sportasi
Publik
Transportasi publik yang inklusif adalah aspek pen

mewujudkan akses yang setara bagi semua anggota mas
termasuk penyandang disabilitas. Di seluruh dunia, berbagai negara
telah mengembangkan kebijakan dan standar pelayanan untuk
memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan
sistem transportasi publik dengan aman, nyaman, dan efisien.
Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai hambatan

Disabilitas Dan Kualitas Layanan Bus Pemerintah | 27



dalam transportasi publik, termasuk kurangnya aksesibilitas,
keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, dan kurangnya
pelatihan bagi petugas transportasi.

Penting untuk menciptakan standar pelayanan yang tidak hanya
memenuhi kebutuhan fisik penyandang disabilitas, tetapi juga
mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang

@pat mempengaruhi pengalaman mereka dalam menggunakan
ortasi publik. Menurut World Health Organization (WHO,
kitar 15% dari populasi dunia adalah penyandang disabilitas,

Akse |b||| isik adalah salah satu standar utama dalam
memastikan | @ transportasi publik dapat digunakan oleh
il Aksesibilitas ini mencakup beberapa
aspek, seperti tur yang ramah disabilitas, desain
kendaraan, dan fasilitas '(?n atau terminal.
Menurut United Nati 6), sistem transportasi publik
yang aksesibel harus mencaklp s seperti jalur taktil untuk
tunanetra, ramp untuk pengguna kur; a, pintu otomatis, serta

ruang yang cukup untuk kursi roda dapealat bantu mobilitas
lainnya di dalam kendaraan. Hal ini p untuk memastikan

bahwa penyandang disabilitas, baik yang gunakan kursi
roda, alat bantu jalan, maupun yang mer &erbatasan
penglihatan atau pendengaran, dapat mengak porta5|

publik dengan mudah.
Di banyak negara, standar aksesibilitas ini diatur oIe@um

dan peraturan. Sebagai contoh, di Uni Eropa, regulasi mengenai
aksesibilitas transportasi untuk penyandang disabilitas tercantum
dalam Regulation (EU) No 181/2011 yang mengharuskan negara
anggota menyediakan layanan transportasi yang dapat diakses
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oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas (European
Commission, 2011).

2. Pelatihan Petugas dan Staf Transportasi
Pelatihan bagi petugas dan staf transportasi publik adalah
salah satu komponen penting dalam standar pelayanan untuk
penyandang disabilitas. Petugas yang terlatih dapat memberikan
ntuan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, seperti
@ antu menaiki bus atau kereta, memberikan informasi yang
an memastikan keamanan selama perjalanan.

& Cervero (1998), pelatihan staf transportasi harus

mencalklip\pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis
disabilitas’ d ara memberikan bantuan dengan cara yang
hormat dan ‘1 Ini juga mencakup kemampuan untuk
berkomunikasi e@ enyandang disabilitas yang memiliki
gangguan penglihat n engaran atau keterbatasan gerakan.
Program pelatihan ini menjadl bagian dari kebijakan
operasional di setiap 5|ste rtasi publik.

Di Australia, mlsalnya, etugas transportasi harus
mengikuti pelatihan yang disele rakan oleh Disability
Discrimination Act (DDA), yang memberikan pedoman tentang
bagaimana melayani penumpang dehg disabilitas secara
profesional dan inklusif (Australian Human(R s Commission,
2016). Pelatihan ini termasuk bagaimana menaptu penyandang

disabilitas tanpa merendahkan martabat serta
memahami teknologi asistif yang dapat digu

. . - iouha oleh
penyandang disabilitas.

3. Sistem Pembayaran yang Inklusif
Sistem pembayaran di transportasi publik harus dirancang
agar mudah digunakan oleh penyandang disabilitas. Misalnya,
penyandang disabilitas dengan gangguan penglihatan harus
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diberikan pilihan untuk menggunakan pembayaran nontunai yang
dapat diakses, seperti kartu yang dapat dibaca oleh sistem Braille
atau aplikasi pembayaran yang kompatibel dengan pembaca layar.
Menurut Banister (2005), sistem pembayaran yang inklusif
juga meliputi pemberian tarif khusus bagi penyandang disabilitas
atau subsidi untuk mengurangi biaya perjalanan mereka.
@ Beberapa negara, seperti Kanada dan Inggris, telah menerapkan
ijakan tarif yang lebih rendah atau bahkan gratis bagi
ndang disabilitas untuk memastikan akses yang setara ke

f ortasi publik (Litman, 2021).
Ipaitu, fasilitas pembayaran yang mudah diakses juga
penﬁng@siun atau terminal, seperti mesin tiket yang dapat
dioperasiKan gan tombol yang besar dan suara, atau terminal

yang dilengka gan Braille untuk memudahkan penyandang
disabilitas yang ms& angguan penglihatan.

4. Desain dan Fasilitas di Stasiunydan Terminal
Fasilitas yang ada t?ﬁ n dan terminal juga harus
gi

mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas. Ini
termasuk jalur pejalan kaki yang#s hambatan, lift untuk
pengguna kursi roda, serta ruang tunggu yang nyaman. Di banyak
negara maju, seperti Jepang, stasiun&kx kereta api telah
dilengkapi dengan fasilitas yang dira c@ khusus untuk
penyandang disabilitas, termasuk kursi tota” yang dapat
dipinjamkan di stasiun dan akses langsung ke\ke dengan
platform yang lebih rendah untuk memudahkan nail@
Menurut Schur, Kruse, dan Blanck (2013), stand sain
untuk stasiun dan terminal harus mengikuti pedoman yang
ditetapkan oleh organisasi internasional seperti ISO (International
Organization for Standardization), yang memberikan standar

aksesibilitas untuk bangunan dan fasilitas publik. Selain itu,
penting untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut mudah
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dipahami dan digunakan oleh penyandang disabilitas tanpa
memerlukan bantuan eksternal.

5. Teknologi Asistif dalam Transportasi Publik

A

Teknologi asistif memegang peranan penting dalam
memfasilitasi penyandang disabilitas dalam menggunakan
transportasi publik. Teknologi seperti sistem informasi real-time

ra di stasiun atau dalam kendaraan, dan penggunaan

ﬁg dapat diakses melalui aplikasi smartphone, pemberitahuan

kat pembaca layar untuk informasi perjalanan sangat

me enyandang disabilitas.
M@ Rodrigue, Comtois, dan Slack (2017), penerapan

teknologi® inigftidak hanya meningkatkan kenyamanan dan
keamanan "@ ang disabilitas tetapi juga memberikan rasa

independensi yan@h besar. Sistem navigasi berbasis suara

yang menginformasi entang kedatangan bus atau kereta,
misalnya, sangat be ?bagi penyandang disabilitas
penglihatan. Begitu juga#de penggunaan aplikasi yang

memungkinkan pengguna untuk gfetacak keberadaan kendaraan
secara real-time.

Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan
efisiensi dan kecepatan layanan. Se@contoh, teknologi
pemesanan tiket online yang mudah aemungkinkan
penyandang disabilitas untuk membeli €t/ tanpa harus

mengantri di loket.

6. Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan @

Agar standar pelayanan untuk penyandang disabilitas’dalam
transportasi publik dapat diterapkan dengan baik, pengawasan
dan evaluasi yang efektif sangat diperlukan. Pengawasan ini
melibatkan pemantauan secara berkala terhadap kinerja operator
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transportasi dalam memenuhi standar aksesibilitas, pelatihan
staf, serta kualitas fasilitas yang ada.

Menurut WHO (2011), pengawasan ini harus mencakup
umpan balik dari penyandang disabilitas yang menggunakan
layanan transportasi. Mereka yang menggunakan layanan
transportasi publik harus diberi kesempatan untuk memberikan
masukan mengenai kualitas layanan yang mereka terima,

lanjutan.

ﬁingga perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan secara

nerapan evaluasi ini juga dapat dilakukan dengan

me ingkat kepuasan penyandang disabilitas terhadap
Iayanar@portasi dan dengan membandingkan standar yang
ada di b rbyﬁ pegara. Misalnya, di beberapa negara Eropa,
lembaga pen ransportasi publik bekerja sama dengan
kelompok disabi |&!uk melakukan audit dan inspeksi terkait
aksesibilitas (Europ mpmission, 2011).

Standar pelayanan &t penyandang disabilitas di

transportasi publik mencaKup bagai aspek mulai dari
aksesibilitas fisik, pelatihan petugas}ingga penerapan teknologi

asistif. Untuk mewujudkan transportasigpublik yang inklusif,
pemerintah dan operator transportasi &ekerja sama untuk
memastikan bahwa standar terseb tenuhi secara
menyeluruh. Penerapan standar ini tidak hanya @untungkan
penyandang disabilitas tetapi juga mening ualitas

transportasi publik secara keseluruhan, menjadikanhyanlebih
aman, nyaman, dan efisien untuk semua pengguna.

D. Teknologi dan Inovasi untuk Mobilitas Disabilitas

Mobilitas penyandang disabilitas merupakan salah satu aspek

penting dalam mencapai kemandirian dan kualitas hidup yang lebih

baik. Namun, penyandang disabilitas seringkali menghadapi
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hambatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama terkait
dengan transportasi. Kendala ini dapat berkaitan dengan desain
infrastruktur yang tidak aksesibel, kurangnya fasilitas yang
mendukung, atau bahkan ketidaksesuaian sistem transportasi publik
dengan kebutuhan mereka.
Namun, perkembangan teknologi dan inovasi telah memberikan
Qrapan baru dalam meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas.

logi seperti kendaraan listrik, aplikasi navigasi, serta perangkat
Ss untuk disabilitas penglihatan atau mobilitas, kini menjadi

solu g semakin banyak digunakan. Melalui penerapan teknologi
yang te ilitas penyandang disabilitas dapat meningkat secara
signifikan, ciptakan kesempatan yang lebih besar bagi mereka

untuk berpar sc% gdalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Menurut e Ith Organization (2011), sekitar 15% dari
populasi dunia hidup @ disabilitas, yang menunjukkan besarnya
kebutuhan akan teknblogf/dan inovasi yang dapat mendukung
mobilitas mereka. Penelitia a%rtujuan untuk mengkaji berbagai

di

inovasi dan teknologi yang tel gﬂ kan dalam transportasi publik
dan mobilitas pribadi penyandang di itas.

1. Teknologi Asistif untuk Mobilitas Disabilit
Teknologi asistif merujuk pada pe@t atau sistem yang
dirancang untuk meningkatkan kemandp penyandang
disabilitas dalam berinteraksi dengan dunia khususnya
dalam hal mobilitas. Teknologi ini sangat beraga ari alat

bantu fisik hingga aplikasi digital yang memberik n asi
navigasi dan aksesibilitas.

a. Alat Bantu Mobilitas
Beberapa inovasi paling penting dalam meningkatkan
mobilitas penyandang disabilitas adalah alat bantu mobilitas,
seperti kursi roda listrik, scooter listrik, dan alat bantu lainnya.

Disabilitas Dan Kualitas Layanan Bus Pemerintah | 33



Alat bantu ini memberikan kebebasan lebih besar kepada

penyandang disabilitas untuk bergerak tanpa bergantung pada

orang lain. Kursi roda listrik, misalnya, memungkinkan individu

dengan keterbatasan mobilitas untuk bepergian jauh tanpa

perlu bantuan fisik. Teknologi terbaru juga memungkinkan

kursi roda ini dilengkapi dengan sensor yang mendeteksi
& rintangan atau membantu pengguna menghindari bahaya.

Menurut Schofield (2020), pengembangan kursi roda

@I' trik yang dapat dikendalikan melalui aplikasi smartphone

/ jadi salah satu kemajuan penting yang memberikan

k an dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas.

Sist ontrol suara dan sensor otomatis yang terintegrasi

dalam uya modern ini memungkinkan pengguna untuk
223

lebih beba rak di berbagai jenis medan.

b. Sistem Navigas%nyandang Disabilitas
Teknologi navig bggbasis suara menjadi salah satu
inovasi yang paling berp€én bagi penyandang disabilitas,
terutama bagi mereka yahg iliki gangguan penglihatan.
Aplikasi seperti Aira, Be My Ey an Google Maps telah

mengintegrasikan fitur yang me%ngkinkan pengguna

disabilitas penglihatan untuk mempésgleh petunjuk arah
melalui suara. Q

Aira, sebagai contoh, menggunakan ﬁk?asi antara
aplikasi smartphone dan relawan untuk membesikagmgetunjuk
arah secara real-time kepada pengguna deng!qg? uan
penglihatan (Aira Tech, 2020). Sistem ini telah terbu@gat
membantu, terutama dalam lingkungan yang kompleks seperti
stasiun kereta atau bandara.

Google Maps juga memiliki fitur aksesibilitas, di mana
pengguna dapat mencari rute yang ramah disabilitas dan
melihat informasi tentang fasilitas yang tersedia, seperti
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keberadaan lift, ramp, atau jalur taktil di stasiun atau halte
(Google, 2021). Teknologi semacam ini membantu
penyandang disabilitas tidak hanya dalam perencanaan
perjalanan tetapi juga dalam navigasi yang lebih aman dan
efektif.

Kendaraan Inklusif dan Aksesibilitas Transportasi Publik
Penerapan teknologi dalam kendaraan transportasi publik
engalami kemajuan yang signifikan. Banyak negara telah
cang kendaraan transportasi umum yang ramah disabilitas,
ter s, kereta api, dan pesawat terbang. Inovasi terbaru
dalam Kendaraan publik mencakup desain yang lebih inklusif,

dengan eryﬁi an akses mudah bagi penyandang disabilitas
dan kursi ro

a. Busdan Kere@Aksesibel
Salah satu % i terbesar dalam transportasi publik

adalah pembuatan b ?ereta api yang dapat diakses oleh
penyandang disabilitas: Hﬁ?!r pa negara telah mengadopsi
desain bus dengan platform¢réndah yang memungkinkan
penumpang menggunakan kur da untuk naik tanpa
bantuan. Di Eropa, sebagian besar sistem kereta api kini
dilengkapi dengan fasilitas akses kur@dan pintu otomatis
yang dapat diperluas untuk pengguna an alat bantu
mobilitas (European Commission, 2015).

Di Tokyo, Jepang, desain kereta api d fyn yang
aksesibel telah menjadi standar. Semua stasiu@ kapi
dengan lift, eskalator, dan jalur taktil untuk t@ra.
Penumpang kursi roda atau dengan gangguan mobilitas
lainnya dapat dengan mudah mengakses kereta yang rendah

platform tanpa bantuan tambahan (Ministry of Land,
Infrastructure, Transport, and Tourism, 2020).
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b. Kendaraan Elektrik untuk Disabilitas
Kendaraan elektrik juga semakin menjadi pilihan utama
untuk meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas. Selain
lebih ramah lingkungan, kendaraan listrik yang dirancang
untuk disabilitas memiliki desain yang lebih fleksibel dan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penggunanya.
& Misalnya, kendaraan listrik untuk penyandang disabilitas
dilengkapi dengan kursi roda yang dapat diangkut dengan
@ dah dan tanpa perlu bantuan ekstra. Perkembangan
daraan listrik juga membuka peluang bagi perusahaan

t asi untuk menyediakan solusi yang lebih inklusif
dala&yediaan layanan transportasi.
igital dan Aksesibilitas

Sistem pemba¥a digital juga berperan besar dalam
meningkatkan akseSibilitas transportasi publik bagi penyandang
disabilitas. Penggunaan r?egi untuk pembayaran tiket secara

otomatis memungkinka K andang disabilitas  untuk
menghindari antrian dan melakukdn [ansaksidenganmudah.

a. Pembayaran Tanpa Sentuhan dan P
Sistem pembayaran tanpa sentuhan yahg
dengan teknologi NFC (Near Field

r ication)
memungkinkan penyandang disabilitas untuk %an

kartu atau perangkat seluler untuk membayar tik cara
langsung, tanpa harus berinteraksi dengan mesin tiket yang
rumit. Sistem ini telah diperkenalkan di berbagai kota besar di
dunia, seperti London dan New York (Transport for London,
2020).
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b. Aplikasi Pembayaran yang Inklusif

Aplikasi pembayaran untuk transportasi publik yang dapat
diakses juga menjadi langkah maju dalam meningkatkan
inklusivitas. Aplikasi seperti PayPal dan Apple Pay
memungkinkan pengguna untuk membayar tiket dengan cepat
dan mudah menggunakan ponsel pintar, yang dapat diakses
& oleh penyandang disabilitas dengan berbagai alat bantu

teknologi, seperti pembaca layar (Morrison, 2019).

4, dalam Aksesibilitas dan Infrastruktur
a. Infi ur yang Mendukung Aksesibilitas
elgin kendaraan, infrastruktur seperti stasiun, terminal,
dan Ralte/ juga harus disesuaikan dengan kebutuhan

penyanda abjlitas. Hal ini meliputi pembangunan jalur
pejalan kaki yaﬁbas hambatan, pintu otomatis, dan ramp
yang sesuai tandar aksesibilitas internasional.
Teknologi baru juga be?gunakan untuk memantau kondisi
infrastruktur dan mem ri)Qr' gatan kepada otoritas terkait
jika ada kerusakan yang‘m mbat aksesibilitas (Smith,

2020).

b. Penggunaan Sensor dan loT (Internet

Internet of Things (loT) juga dapa ér?kan untuk
meningkatkan sistem transportasi yang lebihN Sensor
yang terpasang di kendaraan atau infrastraktbr pat
mendeteksi  keberadaan penyandang disabilitas N dan
memberikan informasi yang diperlukan secara otomatis
kepada pengemudi atau petugas. Sebagai contoh, sensor di
stasiun dapat memberi tahu petugas bahwa seseorang
menggunakan kursi roda dan membutuhkan bantuan untuk
naik ke kendaraan.
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Sistem seperti ini memungkinkan komunikasi yang lebih
efektif antara penyandang disabilitas dan operator
transportasi, mengurangi ketergantungan pada interaksi fisik
dan mempercepat respons dalam keadaan darurat (Tan, 2018).

5. Peran Data dan Analitik dalam Meningkatkan Mobilitas
& Disabilitas

Penerapan data dan analitik dalam sistem transportasi publik

emainkan peran penting dalam menciptakan layanan yang

fnklusif. Dengan mengumpulkan data tentang kebiasaan

perj enyandang disabilitas, otoritas transportasi dapat

meranc@te yang lebih efektif, menentukan lokasi halte yang

strategis, * dagp’ gnengidentifikasi area yang membutuhkan

peningkatan a dilitas.
Menurut Lar@ al. (2019), analitik data juga dapat

digunakan untuk tau kepuasan pengguna penyandang
disabilitas terhadap lay; l?(ansportasi dan mengidentifikasi

area di mana peningkatan yﬁ)u\t diperlukan.

Teknologi dan inovasi membe%a banyak peluang untuk

meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas, baik dalam
konteks transportasi pribadi maupun trédn tasi publik. Inovasi
dalam alat bantu mobilitas, sistem trahsportdsi publik yang
inklusif, dan penerapan teknologi seper dan sensor,

semuanya berkontribusi pada penciptaan sis lebih
aksesibel dan nyaman bagi penyandang disabﬂ&S:V tuk

mewujudkan mobilitas yang benar-benar inklusif, enNukan
kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan penyandang
disabilitas itu sendiri dalam merancang dan
mengimplementasikan solusi yang lebih baik.
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BAB 3
Kualitas Layanan Bus Pemerintah

A. Dimensi Kualitas Layanan (Servqual Model)
Q Kualitas layanan merupakan faktor yang sangat penting dalam
rik dan mempertahankan pelanggan di berbagai sektor industri.
@ layanan tidak hanya mencakup hasil akhir dari layanan
ter ej etapi juga proses yang terlibat dalam memberikan layanan

itu. aya untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas
layanan, @eori dan model yang dikembangkan, salah satunya
adalah modeél ?/ UAL yang dikembangkan oleh Parasuraman,
Zeithaml, dan ﬁda tahun 1985. Model ini terkenal karena

memberikan pen ang sistematis untuk mengidentifikasi

perbedaan antara haragan/pelanggan dan persepsi mereka tentang
layanan yang diterima. }}

SERVQUAL mengidentifikdsi li dimensi utama yang dapat
digunakan untuk mengukur kualitas an, yang meliputi tangibles
(wujud fisik), reliability (keandalan iveness (daya tanggap),
assurance (jaminan), dan empathy (empati).gDalam artikel ini, kita
akan membahas kelima dimensi tersebut seCaragfinci dan bagaimana
mereka dapat diterapkan di berbagai sektor |
1. Pengantar Model SERVQUAL O

Model SERVQUAL pertama kali diperken eh
Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam studi mereka‘tentang
kualitas layanan pada tahun 1985. Model ini bertujuan untuk

memberikan pengukuran yang lebih objektif terhadap kualitas
layanan dengan cara mengukur perbedaan antara ekspektasi

pelanggan terhadap layanan dan persepsi mereka setelah
menerima layanan tersebut (Parasuraman, Zeithaml, & Berry,
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1985). Dengan demikian, model ini mengidentifikasi adanya celah
(gap) yang dapat digunakan untuk memperbaiki layanan yang
diberikan oleh organisasi.

Model SERVQUAL didasarkan pada dua asumsi utama:
pertama, bahwa pelanggan selalu memiliki harapan tertentu
sebelum menerima layanan, dan kedua, bahwa kualitas layanan
dapat diukur berdasarkan persepsi pelanggan terhadap layanan

ﬁg mereka terima. Celah antara harapan dan persepsi ini

2.

dzggap sebagai ukuran ketidakpuasan pelanggan yang harus

aiki oleh perusahaan.
t Parasuraman et al. (1985), ada lima dimensi utama
yang m@garuhi persepsi pelanggan tentang kualitas layanan,
yaitu: ta g:% reliability, responsiveness, assurance, dan
empathy. si-dimensi  ini  saling berhubungan dan
membentuk dasar, mengevaluasi kualitas layanan secara

menyeluruh.

Dimensi Kualitas Layanan dal Wel SERVQUAL
a. Tangibles (Wujud Fisik)

Dimensi pertama dalamé¢model SERVQUAL adalah
"tangibles," yang merujuk pada elemenfelemen fisik yang dapat
dilihat dan dirasakan oleh pelangga en-elemen ini
meliputi fasilitas, peralatan, personel, dar@ i komunikasi.
Tangibles memberikan kesan pertama vya
pelanggan dan sering kali mempengaruhi persepsi
terhadap kualitas keseluruhan dari layanan yang dib

Fasilitas fisik yang bersih dan tertata dengan bai
yang rapi dan profesional, serta materi promosi yang informatif
semuanya berkontribusi pada kualitas layanan yang terlihat.

Dalam banyak industri, kualitas fisik ini sering menjadi indikator
pertama yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai sebuah
layanan. Sebagai contoh, dalam industri perhotelan, kebersihan
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kamar dan kenyamanan fasilitas menjadi faktor yang sangat
penting dalam memberikan pengalaman yang baik bagi
pelanggan (Azzopardi & Nash, 2013).

Menurut Pizam (2010), kualitas fisik dalam sektor
perhotelan, seperti kebersihan dan kenyamanan tempat tidur,
sangat memengaruhi persepsi pelanggan tentang kualitas
layanan secara keseluruhan. Faktor-faktor ini sering menjadi

Qasar penilaian awal sebelum pelanggan mengevaluasi aspek

/r dari layanan yang diberikan.

b.Re ity.(Keandalan)
@nsi kedua adalah "reliability" atau keandalan, yang

merujuk’” p kemampuan organisasi untuk memberikan
layanan vya anjikan secara akurat dan konsisten. Ini
mencakup kapa@enyedia layanan untuk memenubhi janji
mereka, misalny. hal waktu pengiriman, tingkat
ketersediaan produk, Wtas layanan yang konsisten.

Keandalan sangat gentifig, karena pelanggan cenderung
menginginkan layanan yan% iandalkan dan bebas dari
masalah. Misalnya, dalam industfi=penerbangan, ketepatan
waktu dan jaminan bahwa pesawat akapsterbang sesuai jadwal
sangat penting bagi pelanggan. Kegdg untuk memenubhi
harapan ini dapat menyebabkan ketidak uelanggan yang
signifikan (Jiang & Zhang, 2018).

Studi oleh Zeithaml et al. (1996) mengu pkan bahwa
reliability merupakan dimensi yang paling rﬂ& ruhi
kepuasan pelanggan dalam banyak industri, terutama@tor
jasa seperti keuangan dan perbankan, di mana konsistensi dan
keakuratan sangat penting.
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c. Responsiveness (Daya Tanggap)

Dimensi ketiga dalam SERVQUAL adalah
"responsiveness," yang mengacu pada kesiapan dan kesediaan
perusahaan untuk membantu pelanggan dan memberikan
layanan yang cepat. Responsiveness mencakup bagaimana
cepat dan efisien perusahaan merespons permintaan atau
keluhan pelanggan, serta sejauh mana perusahaan mampu

emberikan bantuan saat dibutuhkan.
Dalam industri layanan, daya tanggap sangat penting.

ggan ingin merasa bahwa perusahaan menghargai waktu
uhan mereka. Responsiveness yang buruk, seperti
nggu vyang lama atau ketidakmampuan untuk
menangani salah  pelanggan, dapat menyebabkan
ketidakpuas besar. Sebagai contoh, dalam industri e-
commerce, kece@ialam menangani masalah pengembalian
barang atau pengini yang terlambat sangat mempengaruhi

kepuasan pelanggan ( n?lal., 2015).
Pentingnya responsive dalam kualitas layanan juga

dibahas oleh Parasuraman® et/al®,(1988), yang menyatakan
bahwa pelanggan sangat memp ikan kecepatan dalam

penyelesaian masalah dan pelayanan Wpat.

d. Assurance (Jaminan)

Dimensi keempat adalah "assurance,’' erfokus pada
kemampuan staf untuk memberikan rasa per i kepada
pelanggan melalui pengetahuan, keterampilan,& ikap
profesional mereka. Jaminan mencakup keterampilan am
memberikan layanan, kemampuan mereka untuk mengatasi
masalah, serta sikap yang sopan dan ramah terhadap pelanggan.

Di sektor layanan kesehatan, misalnya, assurance sangat
penting karena pasien sering mencari rasa aman dan percaya
bahwa staf medis memiliki keterampilan yang diperlukan untuk
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memberikan perawatan yang tepat. Kesalahan dalam diagnosis
atau perawatan dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan
yang besar (Holloway et al., 2014).

Menurut Bitner (1990), jaminan yang diberikan oleh
perusahaan melalui keterampilan dan kepercayaan diri staf
dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun
hubungan yang lebih kuat antara pelanggan dan penyedia

ﬁyanan.

athy (Empati)

ensi terakhir dalam model SERVQUAL adalah
“emp@yang mengacu pada sejauh mana perusahaan
memberika echatian individual dan memahami kebutuhan
spesifik pelafhggah. Empati melibatkan perhatian terhadap

pelanggan secar@adi, termasuk upaya untuk memahami
perasaan dan keb ereka.

Empati menjadi r?Qen‘ting dalam sektor layanan yang
melibatkan interaksi ma perti layanan kesehatan dan

perbankan. Pelanggan cendéru asa lebih puas jika mereka
merasa dihargai dan dipahami olJpnn edia layanan. Sebagai

contoh, dalam sektor perbankan ang menunjukkan
empati terhadap kebutuhan ﬁnan& dividu cenderung
memiliki pelanggan yang lebih setia (Swee al., 2012).
Menurut Zeithaml et al. (1996), emp é(ah elemen
penting dalam membangun hubungan jangka dengan
pelanggan, karena pelanggan merasa lebih terhu gan
perusahaan yang menunjukkan perhatian dan p@ian

terhadap mereka.

3. Aplikasi Model SERVQUAL dalam Berbagai Sektor Layanan
Penerapan model SERVQUAL tidak terbatas pada satu sektor
saja. Dimensi-dimensi dalam SERVQUAL dapat diterapkan di
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berbagai industri untuk mengevaluasi kualitas layanan yang

diberikan kepada pelanggan. Beberapa sektor yang sering

menggunakan model SERVQUAL untuk meningkatkan kualitas

layanannya meliputi:

b. Perhotelan dan Restoran: Di sektor ini, tangibles dan
reliability sangat penting. Pelanggan menginginkan fasilitas
yang bersih dan terawat, serta layanan yang konsisten dan

:@ dapat diandalkan.

ayanan Kesehatan: Dalam sektor ini, assurance dan

/L pathy sangat penting. Pasien menginginkan perawatan

isz\yang kompeten dan perhatian yang baik dari staf
23

d. Penetbangan; Responsiveness dan reliability adalah dimensi

yang pali @ n:fng dalam industri penerbangan, di mana

keterlambatapfdah pelayanan yang buruk dapat merusak
pengalaman p Dﬁsecam keseluruhan.
e. E-commerce: Di seltor Jgi, responsiveness dan reliability
berperan besar dal f njaga kepuasan pelanggan,
defga

terutama terkait engiriman produk dan
penyelesaian masalah pelangga

Model SERVQUAL memberikan kerangka\yéan
untuk menilai dan meningkatkan kualitas laya @ elima dimensi
yang ada dalam model ini—tangibles, reliability @nsiveness,
assurance, dan empathy—merupakan elemen-elem ing yang
harus diperhatikan oleh perusahaan yang ingin n@l tkan
kepuasan pelanggan. Penerapan model SERVQUAL dalam{etbagai
sektor menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak hanya bergantung
pada produk atau jasa yang diberikan, tetapi juga pada bagaimana
layanan tersebut diberikan dan bagaimana pelanggan merasakannya.

sangat berguna
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B. Infrastruktur dan Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai
tantangan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berinteraksi
dengan infrastruktur dan fasilitas publik. Aksesibilitas yang terbatas
terhadap transportasi, bangunan publik, dan layanan lainnya
merupakan hambatan yang signifikan bagi penyandang disabilitas
lam menjalani kehidupan yang setara dengan orang lain. Oleh

a itu, penting untuk memastikan bahwa infrastruktur dan

s yang ada dapat diakses oleh semua individu, tanpa

ter j .

M orld Health Organization (2011), sekitar 15% dari
populasi d&dup dengan berbagai jenis disabilitas. Disabilitas ini
dapat bersifat fi sensorik, intelektual, atau mental. Dengan
semakin mening esadaran tentang hak asasi manusia dan
inklusi sosial, banya mulai memperkenalkan kebijakan dan
peraturan yang bertujyap” lintuk meningkatkan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas. u}
Artikel ini akan mengulas j

mendukung penyandang disabilitas tantangan yang dihadapi
dalam mencapainya. Pembahasan ini ncakup berbagai jenis
disabilitas dan bagaimana infrastruktur da&tdisesuaikan untuk

astruktur dan fasilitas yang

memenuhi kebutuhan mereka.

1. Konsep Aksesibilitas untuk Penyandang Disa@ﬁ

Aksesibilitas adalah istilah yang merujuk p mpuan
individu untuk mengakses fasilitas atau Iayanan@i ada
hambatan. Dalam konteks penyandang disabilitas, aksesikilttas ini
mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari transportasi
hingga fasilitas umum. Menurut Pabayo et al. (2016), aksesibilitas
bukan hanya sekadar menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga
mencakup sikap dan kebijakan yang inklusif, yang memungkinkan
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penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam
kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Aksesibilitas dapat dicapai melalui desain yang ramah
disabilitas, seperti pembangunan trotoar yang dapat diakses kursi
roda, penerapan teknologi untuk orang dengan gangguan
penglihatan atau pendengaran, serta sistem transportasi yang
dapat digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang

ﬁmiliki mobilitas terbatas. Salah satu peraturan yang sangat

engaruhi infrastruktur bagi penyandang disabilitas adalah
A]pans with Disabilities Act (ADA) yang diberlakukan di
Ameki ikat. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek
aksesibi i tempat umum, termasuk gedung, transportasi, dan
fasilitas latnn Department of Justice, 2010).

2. Infrastruktur yang@h Disabilitas
Infrastruktur amah disabilitas mencakup berbagai

elemen yang memun ?\ penyandang disabilitas untuk
bergerak dengan mudah difsekitag ruang publik. Elemen-elemen
ini meliputi jalur pejalan kakiga at diakses oleh kursi roda,
penerangan yang memadai, serta gunan yang dilengkapi
dengan lift dan toilet yang dapat diaksgs oleh semua orang,
termasuk mereka yang menggunakan @oda atau memiliki
gangguan penglihatan.

a. Transportasi Publik O
Salah satu bagian penting dari infrastruktur%ah
ak ki

disabilitas adalah sistem transportasi publik. Di ba ota
besar, penyandang disabilitas sering kali dihadapkan dengan
kesulitan dalam menggunakan transportasi umum karena
ketidakmampuan untuk mengakses bus, kereta api, atau
kendaraan umum lainnya. Oleh karena itu, penting untuk
mendesain transportasi yang mudah diakses oleh semua
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orang, termasuk mereka yang menggunakan alat bantu seperti
kursi roda atau alat bantu pendengaran.

Contohnya, sistem transportasi publik di London telah
lama diperkenalkan dengan standar aksesibilitas yang tinggi,
dengan bus dan kereta bawah tanah yang dapat diakses oleh
penyandang disabilitas. Selain itu, London juga menyediakan
transportasi paratransit yang dirancang khusus untuk individu
dengan mobilitas terbatas (Transport for London, 2019). Di

)merika Serikat, ada kebijakan seperti ADA Standards for

essible Design yang mengharuskan semua fasilitas

t asi publik untuk dapat diakses oleh penyandang
disa@(us Department of Transportation, 2017).

b. Fasilitas l/l@l

Bangunan
Fasilitas u&eperﬁ gedung perkantoran, rumah sakit,
pusat perbelanjaan0an, tempat ibadah juga harus dirancang
untuk  memungkin ziksesibilitas bagi penyandang
disabilitas. Salah satu el ? ng penting adalah keberadaan

ramp dan lift yang dapatdigunakan oleh penyandang
disabilitas yang tidak dapat mengjmskan tangga.

Penyediaan toilet yang dapat diakses, serta penempatan
tanda-tanda arah yang jelas dan m@dibaca juga sangat
penting. Pembangunan fasilitas sepe i tidak hanya
memenuhi kebutuhan fisik penyandang di @tetapi juga
memberikan mereka rasa penghargaan da sgtaraan di
masyarakat. Menurut Putzke (2007), desain ‘qg ah
disabilitas harus mencakup elemen-elemen seperti Ie&r‘\tu
yang cukup, ruang yang cukup untuk pergerakan, dan sistem

informasi yang dapat dipahami oleh orang dengan gangguan
penglihatan atau pendengaran.
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3. Teknologi dan Inovasi dalam Infrastruktur untuk Penyandang
Disabilitas

Selain desain fisik, teknologi juga memainkan peran penting

dalam menciptakan infrastruktur yang inklusif. Teknologi assistive,

seperti aplikasi navigasi untuk penyandang disabilitas

penglihatan, perangkat pembaca layar, serta alat bantu dengar,

dapat membantu penyandang disabilitas untuk mengakses

ormasi dan bergerak dengan lebih mandiri.

nologi untuk Penyandang Disabilitas Penglihatan

satu teknologi yang sangat membantu penyandang
disa@penglihatan adalah aplikasi navigasi yang dirancang
untuk * memberikan informasi orientasi dan mobilitas.
Misalnya, '® i_ Aira yang menyediakan panduan suara
untuk orang de gangguan penglihatan ketika mereka
berada di ruangWp ,.seperti bandara atau stasiun kereta
(Aira Tech, 2020). Te }?@ni memungkinkan mereka untuk
menavigasi ruang publikde lebih mudah dan mandiri.

b. Teknologi untuk Penyandang Di%’dﬁas Pendengaran
Bagi penyandang disabilitas pendengaran, teknologi
seperti sistem loop induksi yang dig@ di tempat-tempat
umum seperti bioskop dan ruang ko si membantu
mereka mendengar lebih jelas. Selain aplikasi yang
menyediakan teks tertulis atau terjemahan ba rat juga

sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas Jin asi
(Branigan, 2019).

©

4. Tantangan dalam Penyediaan Infrastruktur untuk Penyandang
Disabilitas

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam

menyediakan infrastruktur ramah disabilitas, masih banyak
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tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama
adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai
kebutuhan penyandang disabilitas. Banyak pembangunan
infrastruktur  yang dilakukan tanpa mempertimbangkan
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik itu karena biaya
tambahan, kurangnya pengetahuan tentang desain yang inklusif,
atau anggapan bahwa masalah ini tidak begitu penting (Imrie &

I, 2001).
elain itu, implementasi kebijakan aksesibilitas yang ada juga

sefip@’ terhambat oleh kurangnya pengawasan dan penegakan
hu berapa negara atau wilayah mungkin memiliki
peratur&ng mengatur aksesibilitas, tetapi pelaksanaannya
sering kalr'tid sisten atau tidak memadai.

Studi Kasus: Pel&n Infrastruktur Ramah Disabilitas di
Berbagai Negara

Berbagai negara t )engambil langkah-langkah untuk
memperbaiki infrastruktu ?ﬁ penyandang disabilitas. Di
negara-negara maju, seperti Jep an Kanada, pembangunan
infrastruktur yang dapat diakses penyandang disabilitas
sudah menjadi prioritas utama. Jepaghg, misalnya, telah
mengimplementasikan standar tinggi d@/desain aksesibilitas
untuk fasilitas umum dan transportasi. Di T hampir semua
stasiun kereta bawah tanah dilengkapi denga , ramp, dan
petunjuk arah untuk mempermudah navigasi bagipghyandang
disabilitas (Ministry of Land, Infrastructure, Trgqg.c? and
Tourism, 2020).

Di sisi lain, banyak negara berkembang masih menghadapi
kesulitan dalam menyediakan infrastruktur yang ramah disabilitas
karena keterbatasan dana dan sumber daya. Namun, beberapa

inisiatif lokal dan organisasi non-pemerintah telah berupaya untuk
memperkenalkan perubahan yang lebih inklusif.
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Penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang ramah disabilitas
sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan
setara. Infrastruktur yang mudah diakses, bersama dengan
teknologi dan kebijakan yang mendukung, dapat membantu
penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam

&berbagai aspek kehidupan. Meskipun masih ada banyak

tangan yang harus diatasi, berbagai negara dan organisasi

@a menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan
ang lebih inklusif bagi semua individu, tanpa terkecuali.

C. Pelatihan @sadaran Layanan oleh Staf

Penyandan ilitas sering kali menghadapi hambatan dalam
mengakses laya blik, termasuk transportasi, perawatan
kesehatan, pendidi a@fasilitas umum lainnya. Salah satu faktor
yang dapat mempen kualitas layanan yang mereka terima
adalah kesadaran dan p y\staf yang berinteraksi dengan
mereka. Pelatihan yang tep staf layanan publik sangat
penting untuk memastikan bdhw reka dapat memberikan
layanan yang inklusif dan responsif terh kebutuhan penyandang
disabilitas.

Pelatihan layanan bagi staf tidak hany@ﬁak aspek teknis,

tetapi juga pemahaman mengenai tantangan, dihadapi oleh
penyandang disabilitas, serta cara berinterak

@n mereka
dengan penuh penghargaan dan empati. Selain i gkatan
kesadaran tentang pentingnya aksesibilitas dan inklus pat
meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh pe&mg
disabilitas. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas berbagai aspek
pelatihan dan kesadaran layanan oleh staf, serta tantangan yang
dihadapi dalam penerapannya.
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1. Konsep Pelatihan Layanan untuk Penyandang Disabilitas
Pelatihan layanan untuk staf publik yang berinteraksi dengan
penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman dan keterampilan dalam memberikan pelayanan
yang efektif dan inklusif. Pelatihan ini mencakup berbagai topik,
seperti pemahaman tentang berbagai jenis disabilitas,
& keterampilan komunikasi yang efektif, penggunaan alat bantu,

n pengenalan terhadap peraturan yang mengatur aksesibilitas
enyandang disabilitas.

enurut World Health Organization (2011), pelatihan yang
baik encakup pemahaman tentang hak-hak penyandang
disabilitgs )\ serta cara menyesuaikan lingkungan fisik dan
komunikasi up memenuhi kebutuhan mereka. Pelatihan ini

juga harus meg p pengembangan keterampilan sosial, seperti
bagaimana berbic an penyandang disabilitas dengan cara
yang menghormat abat mereka dan menghindari sikap

diskriminatif. }

Selain itu, the ADA N '?l! etwork (2020) menyarankan
bahwa pelatihan layanan hafus ukan secara berkelanjutan
dan diperbarui sesuai dengan per, bangan terbaru dalam
kebijakan dan teknologi yang mendukupg inklusi penyandang
disabilitas. &

2. Pentingnya Kesadaran Staf dalam Layanan
Kesadaran staf sangat penting da menciptakan

lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitds¢Staf yang
terlatih dengan baik akan lebih memahami tan&S} ang
dihadapi oleh penyandang disabilitas dan Iebih&pu
menyediakan bantuan yang sesuai. Namun, selain pelatihan
formal, kesadaran pribadi dan empati terhadap penyandang

disabilitas juga sangat berperan dalam menciptakan pengalaman
layanan yang positif.
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Sebagaimana diungkapkan oleh Carter et al. (2015),
kesadaran dan sikap positif terhadap penyandang disabilitas
dapat mengurangi stigma dan diskriminasi, serta mendorong
interaksi yang lebih inklusif dan penuh penghargaan. Staf yang
sadar akan hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya
aksesibilitas akan lebih cenderung untuk memberikan layanan

memiliki kesadaran atau pemahaman yang cukup mengenai
i tas mungkin dapat memperburuk pengalaman pengguna

laya i penyandang disabilitas. Hal ini bisa terjadi karena
mereka@ tahu bagaimana cara memberikan bantuan yang
tepat atal b mengabaikan kebutuhan aksesibilitas yang
spesifik.

3. Praktik Terbaik dalam Pélatihan Layanan untuk Staf
Beberapa organisas ;?Qtitusi telah mengembangkan dan
h

menerapkan praktik pe zﬁ terbaik untuk staf dalam
memberikan layanan kepad dang disabilitas. Praktik-
praktik ini tidak hanya mencakup pglatihan formal, tetapi juga

mencakup pendekatan berbasis pengalamah yang memungkinkan
staf untuk merasakan tantangan yang dihatlabi oleh penyandang
disabilitas.

a. Pelatihan Sensitivitas dan Simulasi O

Salah satu metode yang banyak digun&é\ alah
pelatihan sensitivitas dan simulasi. Metode ini bertujdantuntuk

meningkatkan empati staf terhadap pengalaman penyandang
disabilitas. Misalnya, simulasi yang menggunakan alat bantu
untuk penyandang disabilitas penglihatan atau pendengaran
dapat memberikan pengalaman langsung mengenai
bagaimana seseorang dengan disabilitas tersebut berinteraksi

& yang adil dan responsif.
% Di sisi lain, Miller et al. (2013) menyatakan bahwa staf yang
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dengan dunia. Menurut Galloway et al. (2016), simulasi
semacam ini memungkinkan staf untuk memahami dan
merasakan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas
dalam mengakses layanan.

b. Pelatihan Berbasis Teknologi
& Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi
untuk pelatihan telah berkembang pesat. Teknologi dapat
@gunakan untuk memberikan pelatihan yang lebih interaktif
menarik bagi staf. Misalnya, aplikasi dan simulasi virtual
mungkinkan staf untuk mengalami situasi di mana
mer@arus memberikan layanan kepada penyandang
disabilitas, a harus melibatkan pertemuan langsung.
Teknologi i dapat digunakan untuk melatih staf dalam

menggunakan@ bantu teknologi untuk membantu
penyandang disahiliés.

c. Pelatihan Multidisiplinf
Pelatihan multidisipfine ng melibatkan berbagai
kelompok profesional juga tel erbukti efektif dalam
meningkatkan kualitas layanan. Stafgyang terlibat dalam
layanan kepada penyandang disabilitds, Seperti petugas medis,

pengemudi transportasi umum, d ugas layanan
an'dagi

pelanggan, dapat memperoleh keuntung @ﬁhan yang
saling melengkapi. Misalnya, pelatihan y ibatkan
kerjasama antara tenaga medis dan pengemur@ at
membantu mereka memahami bagaimana bekerja&ma
untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

4. Tantangan dalam Pelatihan dan Kesadaran Layanan
Meskipun pelatihan untuk staf sangat penting, ada sejumlah
tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Salah satu
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tantangan utama adalah kurangnya sumber daya dan waktu untuk
melakukan pelatihan yang memadai. Beberapa organisasi,
terutama di sektor publik, mungkin memiliki anggaran yang
terbatas untuk melaksanakan pelatihan secara berkala, sehingga
kualitas pelatihan bisa terpengaruh.

Menurut Tucker et al. (2018), tantangan lainnya adalah
resistensi dari staf itu sendiri. Beberapa staf mungkin tidak merasa

r untuk mengikuti pelatihan atau tidak memahami
y’ngnya pelatihan tersebut. Dalam kasus seperti ini,

lu
katkan kesadaran tentang pentingnya layanan inklusif
dap jadi langkah pertama yang penting.

Se@, pelatihan yang hanya dilakukan sekali atau tidak
diperbarui s a berkala tidak cukup untuk menciptakan
kesadaran jap njang. Pelatihan yang dilakukan secara
sporadis atau @erintegrasi dengan budaya organisasi

kan dampak yang signifikan dalam

mungkin tidak m
perubahan sikap dan pe }&af (Campbell et al., 2019).

Studi Kasus: Pelatihan La(ryh!enyandang Disabilitas di

Berbagai Negara

Beberapa negara telah menunjukka
dalam melaksanakan pelatihan dan
layanan oleh staf untuk penyandang
Serikat, pelatihan untuk staf layanan
berdasarkan Americans with Disabilities A A yang
mengharuskan semua fasilitas umum untuk melaﬁ& lam
memberikan layanan kepada penyandang disabili@.s.
Department of Justice, 2010).

Sementara itu, di Eropa, banyak negara yang telah
mengimplementasikan pelatihan berbasis teknologi untuk
mendukung kesadaran akan inklusivitas. Misalnya, Swedia
menerapkan pelatihan berbasis simulasi digital yang

omitmen yang tinggi
iffekatkan kesadaran
. Di Amerika
diwajibkan
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memungkinkan petugas transportasi untuk melatih diri mereka
dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas dalam
situasi dunia nyata (Swedish Transport Administration, 2018).

Pelatihan dan kesadaran staf mengenai layanan untuk
penyandang disabilitas merupakan komponen penting dalam
menmptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Staf yang terlatih

ngan baik dan memiliki kesadaran yang tinggi akan dapat

erikan layanan yang responsif dan sensitif terhadap

han penyandang disabilitas. Meskipun terdapat tantangan

dala rapan pelatihan ini, upaya untuk meningkatkan

pelahh@ kesadaran di kalangan staf adalah langkah penting
P

untuk menci dunia yang lebih inklusif.

D.Kendala dalam Imp e@si Layanan Inklusif

Layanan inklusif adalaf suatu pendekatan yang bertujuan untuk
memberikan akses yang se ﬁ\ memadai bagi semua individu,
termasuk penyandang disabili ,/ adap berbagai layanan publik,
seperti transportasi, pendidika kesehatan, dan lainnya.
Meskipun pentingnya layanan inklusif s in diakui secara global,
implementasinya tidaklah mudah. Ada berbagai kendala yang dapat
menghalangi tercapainya layanan inklusif &ekt‘if dan adil, yang
seringkali berhubungan dengan masalah sumber , kebijakan, dan
kesadaran masyarakat serta penyedia layanan it @ Artikel ini
bertujuan untuk mengidentifikasi dan membahas b endala

yang dihadapi dalam implementasi layanan inklusif, sert
terhadap penyandang disabilitas.
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1. Kurangnya Sumber Daya untuk Infrastruktur yang Mendukung

A

Aksesibilitas

Salah satu kendala utama dalam implementasi layanan
inklusif adalah kurangnya sumber daya yang dialokasikan untuk
pengembangan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas.
Penyedia layanan publik sering kali menghadapi kesulitan dalam
menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti jalur pejalan

nan yang memenuhi standar aksesibilitas.

ﬁi yang dapat diakses, transportasi umum yang sesuai, dan

enurut Imrie and Hall (2001), pengembangan infrastruktur
yan disabilitas memerlukan investasi besar dalam hal
biaya d aktu, yang sering kali tidak tersedia dalam anggaran
pemerintah )ﬁ sektor swasta. Banyak pemerintah dan
organisasi yani iki keterbatasan dana, yang mengarah pada
kurangnya perha efhadap pembangunan fasilitas yang sesuai
dengan kebutuhan ng disabilitas. Hal ini menyebabkan
banyaknya penyandan u%itas yang kesulitan mengakses

Yy

layanan publik yang sehar reka nikmati.
Sebagai contoh, dalam trans ZSi publik, Pabayo, Rouleau,

and Bertrand (2016) mencatat bah eskipun beberapa kota
besar di dunia telah berusaha”™ menjmgkatkan aksesibilitas
transportasi mereka, banyak jaringan &ortasi yang belum
sepenuhnya memenuhi standar aksesibi |ti penyandang
disabilitas, terutama di daerah pedesaan daf 4daerah dengan

anggaran terbatas. Kendala ini mencakup kekura daraan
yang dapat diakses oleh kursi roda, minimnya fasilitas\bagi
penyandang disabilitas penglihatan, dan sulitnya navigésiuntuk

penyandang disabilitas motorik.

2. Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan pada Staf Layanan

Kendala kedua dalam implementasi layanan inklusif adalah
kurangnya kesadaran dan pelatihan yang memadai bagi staf yang
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berinteraksi langsung dengan penyandang disabilitas. Tanpa
pelatihan yang memadai, staf layanan publik mungkin tidak
memahami cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas
secara profesional dan sensitif. Hal ini dapat menambah
diskriminasi dan kesulitan bagi penyandang disabilitas dalam
mengakses layanan yang mereka butuhkan.
The ADA National Network (2020) menyatakan bahwa staf
g tidak terlatih sering kali tidak tahu bagaimana memberikan
an yang diperlukan, atau bahkan dapat menunjukkan sikap
dak peka terhadap penyandang disabilitas. Kurangnya
pe a n kesadaran ini menciptakan lingkungan yang tidak
ramah i penyandang disabilitas dan membatasi kemampuan

mereka u tuw mperoleh layanan yang layak.
Gallowaya/ (2016) juga menekankan pentingnya
pelatihan untu @wbangun empati dan meningkatkan
kesadaran di kalan f layanan publik. Tanpa pelatihan yang
tepat, staf mungkin ti 2@ bagaimana menangani situasi
darurat, memberi instruksi ?Q s, atau memahami kebutuhan
|

khusus dari berbagai jenis disabili#@s® Hal ini sering kali mengarah
pada ketidaknyamanan dan frustrasi i penyandang disabilitas.

. Kebijakan dan Regulasi yang Tidak@adai atau Kurang
Ditegakkan

Kebijakan dan regulasi yang tidak m%@au kurang
ditegakkan merupakan kendala lain yan ambat
implementasi layanan inklusif. Meskipun banyak elah
menyusun kebijakan untuk meningkatkan aksembﬂ@agi
penyandang disabilitas, penerapannya sering kali tidak konsisten
atau bahkan tidak ada sama sekali. Sebagai contoh, banyak negara
memiliki undang-undang yang mewajibkan penyedia layanan
untuk menyediakan aksesibilitas, tetapi banyak yang tidak
memiliki mekanisme pengawasan atau penegakan yang efektif.
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Menurut US Department of Justice (2010), meskipun ada
undang-undang seperti Americans with Disabilities Act (ADA) yang
mengatur hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,
implementasi kebijakan ini sering kali terhambat oleh kekurangan
pengawasan, ketidakpedulian terhadap penegakan hukum, dan
bahkan kurangnya pemahaman tentang kebijakan tersebut di
kalangan pejabat yang berwenang. Kebijakan yang tidak

ndang disabilitas yang tetap kesulitan dalam mengakses

%egakkan atau tidak dipatuhi dengan ketat menyebabkan banyak

yang seharusnya mereka terima.
ipaitu, Miller et al. (2013) menyatakan bahwa kurangnya
kebija ng jelas dan terintegrasi antara berbagai sektor,
seperti transpbrgasi, pendidikan, dan kesehatan, sering kali
menciptakan angan dalam layanan yang diberikan kepada
penyandang dIS@. Beberapa kebijakan tidak saling
mendukung atau Dah ertentangan, yang mengarah pada
ketidakpastian dan kebi %dalam implementasi.

4. Stigma dan Diskriminasi terhdda yandang Disabilitas
Stigma sosial dan diskrimingsi= terhadap penyandang

disabilitas juga merupakan kendala besag dalam implementasi
layanan inklusif. Meskipun ada kemajua@n memperkenalkan
kebijakan dan standar aksesibilitas, tanta @ ial dan budaya
sering kali menjadi hambatan besar. Banyak
masih memandang penyandang disabilitas deng dangan
stereotip atau bahkan dengan rasa simpati yang berlsg'as Ayang
dapat memperburuk marginalisasi mereka.

Menurut Carter et al. (2015), stigma terhadap penyandang
disabilitas dapat mengarah pada sikap diskriminatif di tempat
kerja, di fasilitas umum, dan dalam interaksi sosial sehari-hari. Hal
ini menciptakan lingkungan yang tidak ramah dan tidak inklusif,
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yang menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses
layanan yang layak.

Di banyak negara, bahkan ketika kebijakan inklusif
diterapkan, norma sosial dan budaya yang ada bisa sangat
membatasi. Di beberapa budaya, misalnya, penyandang
disabilitas masih dianggap sebagai beban atau kurang mampu,

&yang menyebabkan diskriminasi baik secara langsung maupun

ak langsung (Tucker et al., 2018). Dalam konteks ini, stigma
ial dapat menciptakan ketidakmampuan bagi penyandang

i tas untuk menerima layanan yang sesuai dengan
keb ereka.

5. Ketidaksetara lam Aksesibilitas Geografis dan Ekonomi
Aksesibili ografis dan ekonomi juga menjadi kendala
besar dalam pene@layanan inklusif. Penyandang disabilitas
yang tinggal di dae esaan atau kurang berkembang sering
kali menghadapi kesuli Q?g lebih besar dalam mengakses
layanan yang inklusif. Fak: rz( omi juga memainkan peran

penting, karena biaya untu diakan infrastruktur yang
inklusif dan staf yang terlatih serin i dianggap terlalu tinggi

oleh penyedia layanan di daerah-daerah tersebut.

World Health Organization (ZOI&n ebutkan bahwa
penyandang disabilitas yang tinggal Qerah dengan
infrastruktur yang terbatas atau di negara- berkembang
sering kali kesulitan dalam mendapatkan akses dasar.
Ketidaksetaraan ekonomi juga mempengaruhi @l uan
penyandang disabilitas untuk mengakses teknologi @Iat
bantu yang dapat memfasilitasi mobilitas mereka. Hal ini
menciptakan kesenjangan besar dalam kualitas hidup antara
penyandang disabilitas yang tinggal di daerah perkotaan dan

mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau wilayah yang lebih
miskin.
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Meskipun kesadaran akan pentingnya layanan inklusif bagi
penyandang disabilitas semakin meningkat, implementasinya
menghadapi berbagai kendala yang harus diatasi untuk
menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Kendala-
kendala seperti kurangnya sumber daya, pelatihan staf yang
memadai, kebijakan yang tidak efektif, stigma sosial, dan

Qﬁdaksetaraan akses geografis dan ekonomi menjadi tantangan

dalam menciptakan layanan inklusif yang benar-benar
dj iakses oleh semua penyandang disabilitas.

an komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor

swasta, masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala ini

melalui en% asian sumber daya yang tepat, penegakan

@‘ etat, pelatihan staf yang berkelanjutan, dan

kebijakan yang
kampanye untu engurangi stigma terhadap penyandang

disabilitas. Hanya d ara ini, kita dapat menciptakan layanan
publik yang inklusif dan ﬁakses oleh semua individu, tanpa

kecuali. / )\F
&O
Y,
DS
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BAB 4
Studi Empiris: Kualitas Layanan Bus
Pemerintah untuk Disabilitas

sesibilitas Fasilitas di Dalam Bus
alah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa
e n banyak bus pemerintah yang telah dilengkapi dengan
beb fasilitas aksesibilitas, seperti kursi roda dan ramp, namun

tingkat annya terhadap standar aksesibilitas belum merata.
Sebagian besas bus yang dilaporkan dalam survei dilengkapi dengan

ramp untuk kur 3, namun ramp tersebut tidak selalu berfungsi
dengan baik. p responden melaporkan bahwa ramp
seringkali rusak atau&i'gunakan karena kesalahan teknis atau
desain yang tidak rama %na. Selain itu, ruang yang disediakan
untuk kursi roda sering kali tida kup luas, sehingga menyebabkan

ketidaknyamanan bagi pengg any i.roda.
Hasil survei menunjukka 40% responden yang

menggunakan kursi roda merasa tida man karena kurangnya
ruang atau karena bus terlalu sempit untul® mengakomodasi alat
eée;ﬂ

bantu mobilitas mereka. Selain itu, b a,_responden juga
melaporkan bahwa kursi prioritas untuk peang disabilitas
terkadang digunakan oleh penumpang lain ya idak memiliki
kebutuhan aksesibilitas, yang menyebabkan ketida @n bagi

penyandang disabilitas. @
. Fasilitas Aksesibilitas di Terminal dan Halte
Observasi di terminal dan halte juga menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dalam hal aksesibilitas. Meskipun beberapa terminal

memiliki ramp untuk kursi roda dan lift di beberapa stasiun, fasilitas
ini sering kali tidak terawat dengan baik. Beberapa terminal tidak
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memiliki jalur khusus untuk penyandang disabilitas yang berjalan
dengan alat bantu, seperti kursi roda atau tongkat. Hal ini
menyebabkan kesulitan dalam mengakses bus, terutama di jam-jam

sibuk ketika ruang gerak terbatas.
Sebagian besar responden yang memiliki disabilitas penglihatan
atau pendengaran juga melaporkan bahwa informasi yang disediakan
&terminal atau halte bus sering kali tidak dapat diakses dengan
h. Tanda-tanda informasi di terminal sering kali menggunakan
e jl tanpa tanda atau sistem suara yang memadai. Penyandang

dis

it88 penglihatan melaporkan kesulitan dalam membaca jadwal
ataum i kapan bus berikutnya akan tiba.

C. Sikap dan Pe atlyﬁ taf
Salah satu t@v ang paling signifikan dalam penelitian ini
adalah sikap dan pe a@taf bus terhadap penyandang disabilitas.
Sebagian besar staf, bai mudi maupun petugas di terminal,

menunjukkan sikap yang r. %n membantu, namun beberapa
staf kurang memiliki pengetahtian keterampilan yang memadai
dalam memberikan bantuan é: uai kepada penyandang
disabilitas. Hasil wawancara menunjukk hwa sebagian besar staf
mengaku tidak mendapatkan pelatihan usus tentang cara
menangani penumpang dengan disabilitas;fte ma mengenai cara
membantu pengguna kursi roda atau cara be nikasi dengan
penyandang disabilitas penglihatan atau pendenga m

Sekitar 35% dari staf yang diwawancarai meng pernah
menerima pelatihan mengenai aksesibilitas, dan banyak@ rasa
tidak yakin tentang cara menangani situasi tertentu, sepett ika
harus membantu penyandang disabilitas di bus yang penuh’sesak.
Beberapa staf bahkan melaporkan bahwa mereka merasa canggung
ketika harus berinteraksi dengan penyandang disabilitas, yang dapat
mempengaruhi kualitas layanan.
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D. Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna merupakan area lain yang dievaluasi dalam
penelitian ini. Survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan
penyandang disabilitas terhadap kualitas layanan bus pemerintah
sangat bervariasi. Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi
roda atau alat bantu mobilitas cenderung kurang puas dengan

anan yang ada, dengan hanya 55% dari mereka yang merasa puas

n aksesibilitas bus. Sebaliknya, penyandang disabilitas dengan

a n penglihatan atau pendengaran cenderung lebih puas,

mes mereka juga melaporkan bahwa fasilitas informasi yang
ada tid cukup memadai.

Peny:. g disabilitas juga melaporkan adanya ketidakpastian
terkait waktd ke gkatan dan kedatangan bus, terutama bagi
mereka yang me Ikan informasi visual atau audio di halte. Hasil
survei menunjukkan a 60% dari responden penyandang
disabilitas merasa ti dapatkan informasi yang cukup
mengenai jadwal bus ata ?@ahan rute, yang menyebabkan

ketidaknyamanan. /}

E. Tantangan Penggunaan Layanan Bus

Tantangan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas
dalam menggunakan bus pemerintah ada@angnya konsistensi
dalam penyediaan fasilitas aksesibilitas. Més @ ada bus yang
dilengkapi dengan fitur aksesibilitas, tidak semua“tisfdalam armada
pemerintah memenuhi standar tersebut. Hal ink.afegyebabkan
ketidakpastian bagi penyandang disabilitas yang ingin n@ kan
transportasi publik, karena mereka tidak dapat memastikafq apakah
bus yang mereka tunggu akan memiliki fasilitas yang memadai.

Selain itu, beberapa responden melaporkan bahwa mereka
merasa terisolasi atau kurang dihargai dalam sistem transportasi

publik. Mereka mengungkapkan bahwa fasilitas untuk disabilitas
sering kali ditempatkan di area yang kurang terlihat atau tidak cukup
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diperhatikan oleh pengguna lainnya, yang membuat mereka merasa
tidak diperhatikan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada
upaya yang signifikan dari pemerintah untuk meningkatkan
aksesibilitas layanan bus bagi penyandang disabilitas, masih banyak
tantangan yang perlu diatasi. Banyak fasilitas yang ada, seperti ramp

rsi roda dan ruang prioritas, belum sepenuhnya memenuhi
uhan penyandang disabilitas. Selain itu, kurangnya pelatihan

n af dan kurangnya fasilitas informasi yang memadai di
term'(t enjadi hambatan besar dalam menciptakan layanan yang
inklusif. meningkatkan kualitas layanan bus pemerintah bagi
penyanda isabilitas, diperlukan perbaikan infrastruktur, pelatihan

staf yang lebih i if, serta peningkatan keterlibatan penyandang
disabilitas daIaOe ancang dan mengevaluasi kebijakan
transportasi publik. é

. Analisis Kualitas Layanan d ?Qzektif Penyandang Disabilitas
er

Penyandang disabilitas Vf kali menghadapi berbagai
tantangan dalam mengakses layanag’thansportasi publik, termasuk

bus pemerintah. Untuk meningkatkan litas layanan bus yang
inklusif, sangat penting untuk menganalisis p$galaman penyandang

disabilitas secara langsung, mengidentifikasi h atan yang mereka
hadapi, serta mengukur sejauh mana layana ada memenuhi
kebutuhan mereka. Perspektif penyandang disab dﬁ?m analisis
kualitas layanan menjadi elemen kunci yang perlu an oleh
pemerintah, pengelola transportasi, serta pembuat keblkgﬁ

Perspektif Penyandang Disabilitas dalam Kualitas Layanan Bus
Pemerintah

Dari perspektif penyandang disabilitas, kualitas layanan bus
pemerintah tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan dan
keamanan fisik selama perjalanan, tetapi juga dengan aksesibilitas,
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sikap petugas, serta fasilitas yang tersedia di dalam dan sekitar bus.
Meskipun ada banyak kebijakan dan standar yang mengatur
aksesibilitas, implementasinya sering kali tidak memenuhi harapan
penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan
analisis yang komprehensif terhadap kualitas layanan dari sudut
pandang mereka.

@ ibilitas Fisik dan Fasilitas

7' lah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan
bagi dang disabilitas adalah aksesibilitas fisik. Aksesibilitas
mencai@asilitas di dalam bus, seperti tempat duduk khusus,
ramp untuk kufSigroda, serta ruang yang cukup untuk membawa

alat bantu. Fasj aksesibilitas yang kurang memadai atau rusak
dapat menghalangifpenyandang disabilitas untuk menggunakan

layanan bus dengan dan nyaman.
Menurut Grigal et %8), kualitas fasilitas yang dapat
a

diakses adalah faktor yang's penting dalam menentukan
apakah penyandang disabilit dihargai dan diperhatikan
dalam pelayanan publik. Bus yang ti ilengkapi dengan ramp

yang berfungsi atau memiliki ruang yang tgrbatas bagi kursi roda
akan menciptakan kesulitan besar bag&andang disabilitas.

Misalnya, pada beberapa sistem transpomeskipun ada

ramp, keberadaannya sering kali terhalang ole @\alang fisik
lain atau petugas yang kurang terlatih un

bantu
penumpang dengan disabilitas. \S‘{”

Lebih lanjut, penyandang disabilitas juga sering ngalami
kendala terkait dengan fasilitas penunjang di luar bus, seperti
halte yang tidak ramah disabilitas, trotoar yang rusak, atau
kurangnya tanda-tanda vyang jelas. Semua masalah ini
menciptakan hambatan vyang signifikan dalam mobilitas
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penyandang disabilitas, mempengaruhi kenyamanan dan
kepercayaan diri mereka dalam menggunakan transportasi publik.

2. Sikap dan Pelatihan Staf Bus
Sikap petugas bus sangat mempengaruhi pengalaman
penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan transportasi
publik. Pelayanan yang baik dan responsif dapat meningkatkan

a aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas, sedangkan
@ negatif atau tidak sensitif justru akan memperburuk
aman mereka. Oleh karena itu, pelatihan khusus untuk staf
me ra berinteraksi dengan penyandang disabilitas sangat
pentin memastikan bahwa mereka memahami kebutuhan
khusus dan d memberikan bantuan dengan cara yang tepat
dan menghar
Sebagai con@O’Brien et al. (2017) menekankan
pentingnya pelatih gi pengemudi dan staf di tempat
pemberhentian bus, ya ?Qdilengkapi dengan pengetahuan
tentang cara memban yandang disabilitas tanpa

merendahkan mereka atau f ganggu kenyamanan mereka.
Staf yang terlatih dengan baik da embantu memastikan

bahwa penyandang disabilitas merasa dihafgai dan mendapatkan
pengalaman layanan yang lebih positif. ?
=@ onal staf juga

Sikap empatik dan keterampilan i
sangat penting dalam meningkatkan kualitas™a
penelitan  menunjukkan bahwa penyandang abilitas
cenderung merasa lebih nyaman ketika staf bersedia

Namun, banyak penyandang disabilitas melaporkan bahwa
mereka sering kali merasa diabaikan atau kurang mendapatkan
perhatian yang mereka butuhkan, yang menunjukkan adanya
masalah dalam pelatihan dan kesadaran staf.
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3. Kepuasan Pengguna dan Pengalaman Pribadi

A

Kepuasan pengguna merupakan ukuran yang sangat penting
dalam mengevaluasi kualitas layanan. Penyandang disabilitas,
dalam hal ini, memiliki pengalaman yang berbeda-beda
tergantung pada jenis disabilitas yang mereka alami, serta
aksesibilitas fisik dan sosial yang tersedia. Sebuah studi oleh
Hanson et al. (2019) menemukan bahwa penyandang disabilitas

derung memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah
dingkan dengan pengguna lainnya, terutama dalam hal
X anan perjalanan dan keandalan fasilitas aksesibilitas.
jan ini juga menunjukkan bahwa penyandang
disabi i@ring kali memiliki persepsi yang lebih negatif
terhadap % ayanan transportasi publik, meskipun mereka
sering kali tida iliki pilihan lain selain mengandalkan layanan
tersebut. Banya i mereka merasa bahwa layanan yang ada
belum sepenuhnya nuhi kebutuhan mereka, baik dari sisi
fisik maupun emosion .ﬁ)‘@alnya, ketidaknyamanan dalam
perjalanan atau ketidakp@sti dalam ketersediaan fasilitas
aksesibilitas sering kali menjadi k n yang mereka sampaikan.

Selain itu, pengalaman pribadi p ndang disabilitas sering
kali dipengaruhi oleh keterbatasan dalam igfrastruktur dan sistem
informasi yang ada. Penyandang disabi penglihatan atau
pendengaran, misalnya, mungkin kesulifa am mengakses

informasi mengenai rute atau jadwal bus wsedia jika
informasi tersebut tidak disediakan dalam for dapat

Y
diakses, seperti audio atau teks besar. Hal ini menam&qs.kié@an

dalam merencanakan perjalanan mereka.

4. Keandalan dan Ketepatan Waktu Layanan

Keandalan dan ketepatan waktu juga merupakan faktor
penting yang harus dievaluasi dari perspektif penyandang
disabilitas. Bagi penyandang disabilitas, ketepatan waktu layanan
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A

sangat penting, karena keterlambatan atau pembatalan dapat
menyebabkan mereka kehilangan kesempatan atau bahkan
terjebak dalam kondisi yang tidak aman. Ketika bus tidak tiba
tepat waktu atau sering mengalami gangguan, penyandang
disabilitas yang mengandalkan transportasi publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar mereka dapat merasakan stres dan
ketidaknyamanan vyang lebih besar dibandingkan dengan

numpang lainnya.
enurut Bertocci et al. (2018), penyandang disabilitas
C

ung lebih rentan terhadap dampak negatif dari

keti ian layanan transportasi. Mereka sering kali harus
merem@n perjalanan mereka dengan lebih hati-hati dan
memperhitungkam, ~ waktu tambahan untuk  mengatasi
kemungkinan g n atau keterlambatan. Ketika layanan tidak
dapat diandalkan, hé@linbmemengaruhi kualitas hidup mereka dan
dapat menyebabka ka memilih untuk tidak menggunakan

transportasi publik sa?w%

gu

5. Evaluasi Sistem Pengaduan d Balik

Sistem pengaduan dan umpan balik yang efektif juga sangat
penting dalam meningkatkan kualitas layanan dari perspektif
penyandang disabilitas. Penyedia Iay&arus memberikan
saluran yang mudah diakses bagi penyandsabilitas untuk
melaporkan masalah yang mereka hadapi, batt

@ait dengan
fasilitas, staf, atau aspek lain dari layanan bus. Pr aduan
yang rumit atau tidak responsif hanya akan ruk
pengalaman pengguna dan memperkuat perseps&aﬁf
terhadap layanan tersebut.

Sebagai contoh, Bishop et al. (2020) menekankan pentingnya
pengembangan sistem pengaduan yang inklusif dan responsif

yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk memberikan
umpan balik secara mudah, baik secara langsung maupun melalui

Disabilitas Dan Kualitas Layanan Bus Pemerintah | 68



platform digital. Sistem yang efektif tidak hanya memungkinkan
penyandang disabilitas untuk menyampaikan keluhan mereka,
tetapi juga memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani secara
cepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Analisis kualitas layanan bus pemerintah dari perspektif

& penyandang disabilitas menunjukkan bahwa ada berbagai faktor
g mempengaruhi pengalaman mereka dalam menggunakan

ortasi publik. Aksesibilitas fisik, sikap dan pelatihan staf,

an pengguna, keandalan layanan, serta sistem pengaduan

dan alik adalah aspek-aspek yang harus terus dievaluasi

kebutuhan sp nyandang disabilitas dan berupaya keras

untuk mengatasi ke a-kendala yang mereka hadapi. Penyedia

layanan harus teru ria untuk meningkatkan aksesibilitas,

memberikan pelatihany a%’radai untuk staf, dan memastikan
i

bahwa layanan transportaéi publik dapat diakses oleh semua
orang tanpa terkecuali. !
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BAB 5
Strategi Peningkatan Kualitas Layanan
Bus Pemerintah

Penyusunan kebijakan berbasis inklusi merupakan langkah
f ?( tal dalam meningkatkan kualitas layanan bus pemerintah,
terutz@tuk penyandang disabilitas. Kebijakan yang inklusif
memasti &Hwa semua individu, tanpa memandang latar
belakang fisik ata ental, dapat mengakses layanan publik secara
setara. Untuk IEM?m us pemerintah, ini mencakup kebijakan yang
mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas,

termasuk mobilitas fisjk,¥alkses informasi, dan kenyamanan dalam
menggunakan transporta€i iK.

Kebijakan inklusif adalahdangkah pertama yang harus diambil

ﬁ usunan Kebijakan Berbasis Inklusi
ug

oleh pemerintah untuk memastj p?lhwa penyandang disabilitas
tidak terpinggirkan dalam kehidu iﬂdan ekonomi. Menurut
United Nations (2017), kebijaka yang berbasis inklusi
mengedepankan prinsip kesetaraan dan nog&diskriminasi. Kebijakan
ini bertujuan untuk menghilangkan hambata

sosial, atau ekonomi, yang menghalangi pe g disabilitas
dalam mengakses layanan transportasi umum.

Penyusunan kebijakan berbasis inklusi ti anya
menguntungkan penyandang disabilitas, tetapi juga m takan

lingkungan yang lebih baik bagi semua pengguna layanan. Sebagai
contoh, fasilitas yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas,
seperti ramp untuk kursi roda dan informasi berbasis audio untuk
penyandang disabilitas penglihatan, juga dapat bermanfaat bagi
pengguna lain, seperti ibu hamil, orang tua, dan mereka yang
membawa barang berat (Scott, 2017).
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Langkah-Langkah Penyusunan Kebijakan Inklusif
1. Identifikasi Kebutuhan Penyandang Disabilitas
Langkah pertama dalam penyusunan kebijakan inklusif
adalah melakukan identifikasi yang mendalam terhadap
kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui
&peneliﬁan, survei, atau diskusi dengan organisasi penyandang
isabilitas untuk memahami hambatan yang mereka hadapi
menggunakan bus pemerintah. Misalnya, apakah
aan sudah dilengkapi dengan fasilitas akses kursi roda,
apa informasi yang tersedia dalam format yang dapat
diakses®@lek penyandang disabilitas penglihatan, atau apakah rute
tertentu tidak t dijangkau oleh penyandang disabilitas.

2. Keterlibatan Pe@ng Disabilitas dalam Penyusunan
Kebijakan

Salah satu prin d‘?ima kebijakan inklusif adalah
melibatkan penyandang di ayﬁ dalam proses pengambilan
al,

keputusan. Menurut Miller e 5), penyandang disabilitas
seharusnya dilibatkan dalam desJ—dan evaluasi kebijakan,
karena mereka memiliki pengetahuan dangpengalaman langsung
tentang tantangan yang mereka hadapi.%ﬁn keterlibatan aktif,

kebijakan yang disusun dapat lebih sesUaij gan kebutuhan
mereka dan memastikan bahwa solusi yang“ditérapkan benar-

benar efektif. \S\

3. Penyusunan Standar Aksesibilitas
Untuk meningkatkan kualitas layanan bus pemerintah,
kebijakan yang inklusif harus mencakup standar aksesibilitas yang
jelas. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari desain fisik
bus (misalnya, adanya lift kursi roda dan tempat duduk yang
ramah disabilitas) hingga sistem informasi yang dapat diakses
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A

(misalnya, papan pengumuman dengan huruf besar atau sistem
pengumuman audio). Kebijakan ini juga harus mencakup
peraturan mengenai pelatihan bagi pengemudi dan staf lainnya
tentang cara memberikan bantuan vyang sesuai kepada
penyandang disabilitas.

Evaluasi dan Pemantauan Berkala

%Penyusunan kebijakan inklusif tidak berakhir setelah

pkan. Kebijakan ini harus dievaluasi secara berkala untuk
mf tikan bahwa implementasinya berjalan dengan baik dan
ses n tujuan awal. The American Public Transportation
Associa€foh, (2018) mengungkapkan pentingnya pemantauan

berkelanj ta am memastikan kualitas layanan transportasi
umum, termag imana layanan tersebut dapat lebih inklusif
bagi penyandang &itas. Evaluasi ini bisa mencakup survei
kepada pengguna bBustérmasuk penyandang disabilitas, untuk
mendapatkan umpan [sbal mengenai kenyamanan dan

aksesibilitas layanan yang a/

Penyusunan Kebijakan yang Terinte i dengan Kebijakan Lain

Kebijakan inklusif dalam transportasi publik juga harus
terintegrasi dengan kebijakan lain, sepe@i'akan perumahan,
pendidikan, dan pekerjaan, yang juga berd ada kehidupan
penyandang disabilitas. Menurut World Hed Organization

(2011), pendekatan vyang terintegrasi akan mudah
penyandang disabilitas dalam mengakses berbagai ang
mereka perlukan untuk hidup mandiri. Dengan kebij yang

terkoordinasi, misalnya antara sektor transportasi dan “sektor
sosial, penyandang disabilitas dapat memperoleh akses yang lebih
baik dan lebih mudah.
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Kebijakan Berbasis Inklusi di Negara Lain

Beberapa negara telah mengembangkan kebijakan berbasis
inklusi yang dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam
meningkatkan layanan bus pemerintah untuk penyandang disabilitas.
Sebagai contoh, di Swedia, pemerintah telah menerapkan kebijakan
yang menjamin semua bus dan transportasi umum lainnya dilengkapi
ngan fasilitas akses kursi roda, serta sistem pengumuman audio
isual yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas (Swedish

ra t Administration, 2018). Kebijakan ini didukung dengan
peraj yang mengharuskan pengemudi dan staf transportasi
umum cara rutin untuk membantu penyandang disabilitas.
Di ika Serikat, kebijakan Americans with Disabilities Act
(ADA) yang dfterapkan sejak tahun 1990, memberikan pedoman yang

jelas bagi penyedi@ layanan transportasi publik untuk menyediakan
) i

aksesibilitas bagi p ang disabilitas. U.S. Department of
Transportation (2020 tat bahwa setiap bus yang beroperasi
harus dilengkapi dengan ra )Qlk kursi roda dan fasilitas lainnya

yang mendukung aksesibilitas: /}

Tantangan dalam Penyusunan Kebljakd_laklusif

Meskipun kebijakan berbasis “inklusi? dapat memberikan
banyak manfaat, ada berbagai tantangar@n penyusunannya.
Salah satu tantangan utama adalah pembiayaan embangan dan

pemeliharaan fasilitas aksesibilitas sering kali gutuhkan biaya
yang signifikan, baik untuk pembangunan infrastruktt

fa aupun
untuk memodernisasi infrastruktur yang sudah ada. Tan a&mg
c

cukup, kebijakan inklusif mungkin hanya bisa diterapk ara
parsial atau bahkan tidak diterapkan sama sekali (Pabayo, Rouleau, &
Bertrand, 2016).

Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan, baik
dari pihak pemerintah maupun dari penyedia layanan. Imrie and Hall
(2001) mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan sering kali
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dihadapkan pada tantangan politik dan sosial, di mana pihak-pihak
yang terlibat dalam pengambilan keputusan mungkin tidak melihat
kebutuhan atau urgensi untuk melaksanakan kebijakan inklusif. Oleh
karena itu, penting untuk melakukan advokasi yang kuat dari
kelompok penyandang disabilitas dan organisasi non-pemerintah
untuk mendapatkan dukungan dalam penyusunan kebijakan ini.

Penyusunan kebijakan berbasis inklusi merupakan langkah

sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan bus
e iptah bagi penyandang disabilitas. Melalui kebijakan yang
ink Lj enyandang disabilitas dapat menikmati akses yang setara
terhad portasi publik yang aman, nyaman, dan mudah
diakses. P unan kebijakan tersebut harus melibatkan berbagai
pemangku ke ew n, termasuk penyandang disabilitas itu sendiri,
serta memperh @ standar aksesibilitas yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkz

Dengan komitme /ﬁ kuat dari pemerintah dan sektor
terkait, serta dukungan d e?qarakat luas, kebijakan berbasis
inklusi dapat terwujud dan meéb n manfaat yang signifikan bagi
penyandang disabilitas. Selain itu, ngan-tantangan yang ada
dalam implementasi kebijakan inklu arus dihadapi dengan
langkah-langkah konkret, seperti peningkatangpendanaan, pelatihan
staf, dan kesadaran sosial yang lebih @terhadap hak-hak
penyandang disabilitas.

.Optimalisasi Infrastruktur dan Teknologi O

Optimalisasi infrastruktur dan teknologi merup&é\ tegi
penting dalam meningkatkan kualitas layanan bus peMefintah,
terutama untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan
menciptakan sistem transportasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Infrastruktur yang dapat diakses dengan mudah dan teknologi yang
mendukung mobilitas serta kenyamanan penumpang menjadi
elemen krusial dalam mewujudkan layanan transportasi yang efektif,
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aman, dan efisien. Dalam sub bab ini, akan dibahas berbagai
pendekatan dan inisiatif yang dapat diambil untuk mengoptimalkan
infrastruktur dan teknologi guna meningkatkan kualitas layanan bus
pemerintah.

1. Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur untuk Penyandang
& Disabilitas
Infrastruktur yang ramah disabilitas adalah fondasi utama
menciptakan layanan transportasi publik yang inklusif. Oleh

itu, penting bagi bus pemerintah untuk dilengkapi dengan

fasili memungkinkan penyandang disabilitas, baik fisik
maupur séasorik, untuk mengaksesnya dengan mudah. Upaya ini
mencakupg des@im, kendaraan dan fasilitas stasiun yang dapat

diakses ole a individu, termasuk mereka yang
menggunakan u@da, alat bantu dengar, atau memiliki
keterbatasan pengli

Menurut Imrie & all 01), aksesibilitas fisik kendaraan
dan fasilitas transportasi plbli”tidak hanya melibatkan desain
kendaraan yang dapat diakse§ kus§i toda, tetapi juga keberadaan
fasilitas lain seperti lift, ramp, dan jal jalan kaki yang aman. Di
samping itu, perlu adanya tanda petunjuldan sistem informasi
yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas penglihatan atau
pendengaran, seperti sinyal suara dan la tal yang dapat
menampilkan informasi secara jelas.

Penyediaan infrastruktur aksesibilitas ya al juga
harus mencakup pembaruan terhadap halte bus o& inal.
Halte bus harus dirancang sedemikian rupa sehingg@jah
dijangkau oleh penyandang disabilitas, dengan perhatian pada
kemudahan akses bagi kursi roda, penguatan papan penunjuk
arah, serta penerangan yang memadai pada malam hari. Selain

itu, jalur pedestrian yang menghubungkan halte bus dengan area
publik seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, atau area
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komersial juga harus bebas hambatan (U.S. Department of Justice,
2010).

2. Penerapan Teknologi Canggih dalam Pengelolaan Layanan Bus
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran
kunci dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik,
&termasuk dalam pengelolaan dan pelayanan bus pemerintah.
nologi yang diterapkan dapat mencakup berbagai inovasi,
dari sistem pelacakan bus secara real-time hingga aplikasi
[ emungkinkan penumpang untuk memantau kedatangan

emilih rute yang paling sesuai dengan kebutuhan
mereka@

Sist e cakan bus berbasis GPS adalah salah satu
teknologi ya ngat berguna dalam memberikan informasi
langsung kepada @w ang tentang kedatangan bus. Melalui
aplikasi seluler ata m |nforma5| di halte bus, penyandang
disabilitas dapat meren perJaIanan mereka dengan lebih
baik, menghindari kehdak n akibat menunggu bus dalam
waktu lama, dan men p a pemberitahuan terkait
keterlambatan atau perubahan }ch/al bus. Sebagaimana
dikemukakan oleh Miller et al. (2013), tekhologi ini tidak hanya
meningkatkan kenyamanan bagi penu umum, tetapi juga
bagi penyandang disabilitas yang dapat m datkan informasi
real-time untuk membuat keputusan lebi
mobilitas mereka.

Selain itu, teknologi juga dapat digun@ tuk
meningkatkan kualitas keselamatan dalam transporta blik.
Misalnya, pengintegrasian sistem kamera pengawas dan sensor
pada bus untuk mendeteksi kerusakan teknis atau kecelakaan
dapat meningkatkan keselamatan penumpang, termasuk

penyandang disabilitas yang sering kali lebih rentan terhadap
situasi darurat. Teknologi ini juga dapat memungkinkan kontrol

gpat mengenal
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lebih efektif dari pihak berwenang terkait kepadatan bus, untuk
menghindari penumpukan penumpang yang dapat
mempengaruhi kenyamanan dan keamanan.

3. Penyediaan Alat Bantu Teknologi untuk Penyandang Disabilitas
Teknologi juga berperan dalam menyediakan alat bantu
&yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas dalam
nggunakan transportasi publik. Contoh konkret dari
& unaan teknologi untuk  meningkatkan  mobilitas
dang disabilitas adalah dengan penerapan sistem suara
oto da bus yang memberikan informasi mengenai rute
perjala»@au pemberhentian yang akan datang. Sistem ini
sangat mémb bagi penyandang disabilitas penglihatan, yang

dapat meng ujuan bus tanpa harus melihat papan
informasi yang ter@

Selain itu, tekno seperti aplikasi mobile yang dirancang
khusus untuk penya n?disabilitas dapat memberikan
informasi yang lebih lengka n dapat diakses, termasuk
panduan arah dari halte bfs juan dan estimasi waktu
perjalanan. Aplikasi ini juga dapa%mgintegrasikan berbagai
aspek aksesibilitas, seperti mengetahui lgkasi titik aksesibilitas

atau kendaraan bus yang sesuai untuk’ pep¥yandang disabilitas,
serta menyediakan platform untuk mela oeIuhan terkait

layanan bus.
Menurut Galloway et al. (2016), teknolog ikarsi, seperti
ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan bagi'eehyandang

disabilitas, tetapi juga dapat memberikan feedback langstingwyang
penting bagi operator bus untuk terus memperbaiki dan
mengadaptasi layanan mereka sesuai dengan kebutuhan
pengguna yang berbeda.
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4. Penggunaan Kendaraan Berteknologi Tinggi
Inovasi teknologi juga dapat diterapkan pada kendaraan
bus itu sendiri. Bus pemerintah yang dilengkapi dengan teknologi
modern, seperti bus listrik atau bus berbahan bakar ramah
lingkungan, tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi
juga dapat mendukung kenyamanan dan kebutuhan penyandang
dlsabllltas Bus yang ramah disabilitas harus dilengkapi dengan
rbagai fitur seperti lantai rendah untuk memudahkan akses
Q roda, ruang yang cukup luas untuk alat bantu mobilitas, dan
pengaturan suhu yang dapat disesuaikan agar lebih

penumpang

B@wg ramah disabilitas juga dapat dilengkapi dengan
fitur-fitur tamb@han seperti sistem pengingat untuk penumpang
yang ingin b i halte tertentu, sehingga mereka dapat
menyiapkan diri lebih baik. Teknologi ini tidak hanya
memberikan kemudahafi) tetapi juga meningkatkan keselamatan
dan kenyamanan dal lng'alanan. Tucker et al. (2018)
mengungkapkan bahwa b y is teknologi tinggi yang dapat
diakses dengan mudah oleh®pepfahdang disabilitas akan lebih
menarik bagi masyarakat luas, se a dapat meningkatkan

jumlah pengguna transportasi publi se@seluruhan.

5. Integrasi Sistem Informasi Multimodal Q

Untuk menciptakan pengalaman tran Qang lebih
efisien dan inklusif, penting untuk menginteg rbagal
moda transportasi publik, seperti bus, kereta, dan
multimodal ini memudahkan penumpang untuk mereficahakan
perjalanan mereka menggunakan berbagai alat transportasi yang
saling terhubung. Dalam konteks penyandang disabilitas, sistem
informasi yang terintegrasi ini harus dirancang untuk memberikan
informasi yang jelas dan mudah diakses, termasuk rute yang
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A

ramah disabilitas, waktu kedatangan, serta fasilitas yang tersedia
di masing-masing moda transportasi.

Galloway et al. (2016) menyarankan bahwa pengembangan
aplikasi transportasi multimodal yang bisa diakses oleh
penyandang disabilitas akan memberikan kemudahan dalam
merencanakan perjalanan, memperhitungkan waktu transisi
antara moda transportasi, dan memberikan pilihan bagi

numpang untuk memilih rute yang paling efisien dan aksesibel.

Optimalisasi infrastruktur dan teknologi memainkan peran

g dalam meningkatkan kualitas layanan bus pemerintah,
teru lam menyediakan aksesibilitas yang lebih baik untuk
penyanda disabilitas. Peningkatan infrastruktur vyang
mendukung ilitas, penggunaan teknologi canggih dalam
pengelolaan t rtasi, serta penyediaan alat bantu teknologi
yang lebih rama abilitas merupakan langkah-langkah yang
dapat dilakukan u ewujudkan sistem transportasi publik
yang inklusif dan efisie }(ui implementasi solusi teknologi
dan perbaikan infrastruktu# yl n bus pemerintah tidak hanya
akan meningkatkan kenyaman n keamanan bagi semua
penumpang, tetapi juga menciptaka galaman yang lebih adil

bagi penyandang disabilitas dalam gmengakses layanan
transportasi. &

C. Penguatan Kapasitas SDM Layanan Transportasi

Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusi dalam

layanan transportasi publik, khususnya untuk penyanda sapilitas,
merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkafi kbalitas

layanan bus pemerintah yang inklusif. SDM yang terlatih, memiliki
keterampilan yang tepat, dan memiliki pemahaman yang mendalam
mengenai kebutuhan penyandang disabilitas, dapat menciptakan
lingkungan yang lebih ramah, aman, dan nyaman bagi semua
pengguna transportasi. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas SDM
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meliputi berbagai aspek, mulai dari pelatihan keterampilan teknis
hingga peningkatan kesadaran tentang keberagaman dan kebutuhan
penyandang disabilitas.

1. Pelatihan Keterampilan Khusus bagi Staf Layanan
Salah satu langkah pertama dalam penguatan kapasitas
& SDM adalah memberikan pelatihan keterampilan khusus bagi staf
anan transportasi, baik itu pengemudi, petugas keamanan,
un staf yang bekerja di terminal atau stasiun. Pelatihan ini
anya fokus pada keterampilan teknis yang diperlukan untuk

me ikendaraan atau operasi transportasi, tetapi juga harus
mencaklipNceterampilan dalam berinteraksi dengan penyandang

disabilitas:
Pelatihmeliputi, antara lain, pemahaman tentang
jenis-jenis disabi |§?&sik, sensorik, intelektual, dan mental),
serta cara-cara membegikan bantuan yang sesuai. Sebagai contoh,
petugas yang terlatih ak; C‘%pu memberikan bantuan kepada
penyandang disabilitas a emasuki bus, memberikan
informasi yang jelas kepada g nélang disabilitas penglihatan,
atau memastikan bahwa fasilitas s;am kursi roda atau ramp
dapat digunakan dengan aman.

Menurut Tucker et al. (2018), pe@ ang efektif dapat
meningkatkan kesadaran dan menguranigi dp diskriminatif
terhadap penyandang disabilitas. Pelatihan inijtigd penting untuk
meningkatkan kepercayaan diri staf dalam men erbagai
situasi yang melibatkan penyandang disabi@ erta
memperkuat komitmen mereka terhadap prinsip Iayan@vlik
yang inklusif.

2. Pengembangan Program Pelatihan Berkelanjutan
Pengembangan kapasitas SDM tidak cukup hanya dengan
pelatihan satu kali. Untuk memastikan layanan transportasi publik
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tetap inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang
disabilitas, pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Pelatihan berkelanjutan dapat mencakup pembaruan tentang
peraturan dan kebijakan terbaru yang berkaitan dengan hak-hak
penyandang disabilitas, serta teknologi terbaru yang dapat
digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas.
Imrie dan Hall (2001) menekankan bahwa pengembangan
gram pelatihan berkelanjutan bagi SDM di sektor transportasi
ﬁ dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis yang
lam dan memperbarui pengetahuan mereka tentang

inov: ini dalam aksesibilitas. Pelatihan berkelanjutan juga
dapat melibatkan simulasi atau studi kasus untuk meningkatkan
pengalam n ng staf dalam berinteraksi dengan penyandang
disabilitas.

3. Sensibilisasi dan %ﬂ tentang Kebutuhan Penyandang
Disabilitas

Selain pelatihan te guatan kapasitas SDM juga
memerlukan upaya untuk atkan kesadaran tentang
kebutuhan penyandang disabilitas i= kalangan staf layanan
transportasi. Hal ini termasuk memahamigtigma sosial terhadap
penyandang disabilitas dan cara-cara ur@'enghadapinya.
Kegiatan sensitasi ini dapat berupa wo , seminar, atau
sesi pembelajaran berbasis pengalaman ung. Melalui
kegiatan ini, staf akan memiliki pemahaman ih baik
tentang tantangan yang dihadapi oleh penyanda@ litas
dalam menggunakan transportasi publik, serta cara mer@pat
membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Galloway et
al. (2016) menyarankan bahwa program-program sensibilisasi
yang efektif harus dirancang untuk mengubah sikap dan
meningkatkan empati staf terhadap penyandang disabilitas.
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Selain itu, penting juga untuk memasukkan materi tentang
hak-hak penyandang disabilitas dalam program pelatihan SDM.
Hal ini membantu memastikan bahwa semua staf memahami
kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang ada, seperti
Americans with Disabilities Act (ADA) di Amerika Serikat atau
kebijakan lokal yang mengatur aksesibilitas transportasi publik.

laborasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas

Salah satu strategi yang efektif dalam penguatan kapasitas

adalah membangun kemitraan dengan organisasi
disabilitas yang dapat memberikan perspektif

Iangsur@tang kebutuhan dan harapan mereka terhadap

layanan ftran asi publik. Kolaborasi ini dapat mencakup

program pelati bersama antara staf layanan transportasi dan

perwakilan penya@disabilitas.
Organisasi p dang disabilitas dapat berkontribusi

dengan cara mengedu ? tentang praktik terbaik dalam
memberikan layanan ke yenyandang disabilitas, serta
memberi umpan balik langsufig nai pengalaman pengguna
penyandang disabilitas. Sebagai c , Miller et al. (2013)

menemukan bahwa kolaborasi dengan Eganisasi penyandang

disabilitas dapat meningkatkan kualitas felayénan karena mereka
memberikan wawasan yang berharga tentang keutuhan spesifik
penyandang disabilitas yang seringkali tida cakup dalam

pelatihan tradisional.
. Pengembangan Teknologi Pelatihan untuk kan

Aksesibilitas

Teknologi juga memainkan peran penting dalam penguatan
kapasitas SDM. Penggunaan platform e-learning, aplikasi
pelatihan berbasis virtual, dan simulasi interaktif dapat menjadi
cara yang efektif untuk memberikan pelatihan kepada staf layanan
transportasi tanpa batasan geografis dan waktu. Pelatihan
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berbasis teknologi dapat memberikan staf kesempatan untuk
berlatih dalam situasi dunia nyata secara virtual, yang
memungkinkan mereka memperoleh keterampilan yang
diperlukan tanpa perlu pengalaman langsung.

Menurut World Health Organization (2011), teknologi
dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang
Ieblh realistis bagi staf, sehingga mereka dapat mempersiapkan

i dengan lebih baik untuk menghadapi situasi-situasi yang
ﬁ kin tidak pernah mereka alami sebelumnya. Teknologi ini
pat digunakan untuk memberikan pembaruan secara real-

peraturan aksesibilitas atau inovasi yang dapat

memba&eningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas.
asan dan Evaluasi Kinerja SDM
as SDM juga membutuhkan mekanisme
pengawasan dan si yang efektif. Pengawasan yang
sistematis dapat me ?in bahwa staf tidak hanya
mendapatkan pelatihan ya ? ukan, tetapi juga menerapkan
keterampilan dan pengetahudn vy elah mereka pelajari dalam
pekerjaan sehari-hari. Evaluasi kinesja yang berfokus pada
kompetensi inklusif dan pelayanan kepadagenyandang disabilitas
sangat penting untuk mengukur keb&an pelatihan dan
membuat perbaikan yang diperlukan. Q

Galloway et al. (2016) mengusulkan Qngawasan
yang dilakukan secara teratur, termasuk survei ancara
dengan penyandang disabilitas yang mengguna
transportasi, dapat memberikan gambaran yang Jela@ng
efektivitas pelatihan SDM. Evaluasi kinerja juga harus melibatkan
umpan balik dari pengguna layanan untuk memastikan bahwa staf

memahami dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas
dengan baik.
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7.

A

Memastikan Komitmen Manajerial terhadap Inklusi

Penguatan kapasitas SDM tidak akan berhasil tanpa
komitmen yang kuat dari manajemen organisasi transportasi.
Pemimpin yang mendukung dan memahami pentingnya layanan
transportasi inklusif dapat memberikan sumber daya yang
dibutuhkan untuk pelatihan dan pengembangan staf, serta
memastikan bahwa inisiatif pelatihan inklusif diterapkan di

uruh organisasi.
Pabayo, Rouleau, & Bertrand (2016) menekankan bahwa

an dari manajemen puncak sangat penting untuk
keberhasilan jangka panjang dari program pelatihan
atan kapasitas SDM. Komitmen ini termasuk
memberikan laran yang cukup, menyusun kebijakan yang

mendukung p @ an berkelanjutan, dan memastikan bahwa
seluruh staf meml@empatan untuk mengikuti pelatihan yang
relevan.

Penguatan ka pasita%

dalam layanan transportasi
publik, khususnya yang el i, penyandang disabilitas,
merupakan bagian integral dari st i untuk meningkatkan
kualitas layanan bus pemerintah yang inklasif. Melalui pelatihan
keterampilan, pengembangan program#pe an berkelanjutan,

peningkatan kesadaran, dan penggunaa Iogi pelatihan
yang inovatif, kita dapat menciptakan staf yang”lelih terlatih dan

lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang ilitas. Selain
itu, kolaborasi dengan organisasi penyandang disakigas erta
pengawasan dan evaluasi kinerja yang berkelanjut@an
membantu memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-
benar memenuhi standar aksesibilitas yang diperlukan untuk
menciptakan layanan transportasi yang inklusif dan responsif.
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D. Evaluasi dan Monitoring Layanan Inklusif

Evaluasi dan monitoring layanan inklusif merupakan aspek
penting dalam meningkatkan kualitas layanan bus pemerintah bagi
penyandang disabilitas. Proses evaluasi dan monitoring bertujuan
untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan dan dapat diakses dengan mudah oleh
luruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Tanpa

a evaluasi yang berkelanjutan, sulit untuk mengidentifikasi

a , mengukur kemajuan, dan mengambil langkah-langkah
perbdi yang diperlukan.
Tujuan Ev@ian Monitoring Layanan Inklusif
Tujuan® ut ari evaluasi dan monitoring layanan inklusif

adalah untuk:

1. Menilai Kepa @ terhadap  Standar  Aksesibilitas
Layanan bus pemefi harus memenuhi standar aksesibilitas
yang diatur dalam unda ?@g dan kebijakan terkait. Evaluasi
membantu memeriksa sejauh na bus-bus yang beroperasi
telah memenuhi kriteria yahg itetapkan untuk penyandang
disabilitas, seperti akses untuk kurs}da, tanda-tanda informasi

agi

yang jelas, dan fasilitas khusus bagi nyandang disabilitas
penglihatan dan pendengaran. &

2. Mengidentifikasi Kendala dalam Pen% Layanan

Melalui proses monitoring, kendala yang

i oleh
penyandang disabilitas dalam menggunakan Iayana@ pat
diidentifikasi secara langsung. Hal ini memungkinkan ©perator

layanan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian agar
layanan menjadi lebih inklusif.
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3. Mengukur Kepuasan Pengguna
Evaluasi berkala juga berguna untuk mengukur tingkat kepuasan
pengguna layanan, khususnya penyandang disabilitas. Hal ini bisa
dilakukan melalui survei atau wawancara dengan penumpang
disabilitas untuk mengetahui apakah mereka merasa nyaman dan
diakomodasi dengan baik selama perjalanan.

ningkatkan Akuntabilitas
s evaluasi dan monitoring memastikan bahwa penyedia
bertanggung jawab terhadap kualitas layanan yang
d|b engan adanya evaluasi yang transparan, pihak
berwer@pat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan

untuk mehin n aksesibilitas benar-benar digunakan secara

Ada beberapa
mengevaluasi dan memomtor bus pemerintah yang inklusif:
1. Survei Pengguna Layanan
Survei pengguna adalah salah sa#patode paling efektif untuk
mengumpulkan data langsung dari pengguna layanan. Survei ini
dapat mencakup pertanyaan menge&uasan terhadap
fasilitas aksesibilitas, kenyamanan, dan
menggunakan bus. Pertanyaan dapat mentakup aspek-aspek
seperti apakah kursi roda dapat dengan mudah\di kan ke
dalam bus, apakah ramp untuk penyandang disabi& edia
dan berfungsi dengan baik, dan apakah staf bus mefgb
bantuan yang diperlukan. Menurut Jones et al. (2016), survei ini
memungkinkan untuk mendapatkan perspektif langsung dari
penyandang disabilitas mengenai pengalaman mereka dengan
layanan transportasi publik.

efektif dan se ngan tujuan.
Metode Evaluasi dan& ri
ang dapat digunakan untuk
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2. Observasi Lapangan

A

Observasi lapangan dapat dilakukan oleh petugas atau tim
independen yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan
penyandang disabilitas. Tim ini akan memeriksa kondisi fisik bus,
fasilitas aksesibilitas di terminal, serta interaksi antara staf bus dan
penumpang disabilitas. Observasi ini dapat memberikan wawasan
yang lebih mendalam mengenai bagaimana layanan inklusif

iterapkan di lapangan dan apakah terdapat hambatan yang tidak

}teksi oleh survei.

3. Wa engan Penyandang Disabilitas
Mel n wawancara dengan penyandang disabilitas adalah

cara yang efekfifsjuntuk mendapatkan informasi yang lebih rinci
mengenai pe dman mereka dengan transportasi publik.
Melalui wawancarasinj, penyandang disabilitas dapat memberikan

masukan mengenai ng telah berfungsi dengan baik dan apa
yang perlu diperbaiki. i

I}\and Jones (2014) menyarankan
bahwa wawancara ini perludil an secara sensitif dan dengan
pendekatan yang inklusif unt neiptakan ruang yang nyaman
bagi penyandang disabilitas untuk bJE&ﬁara.

4. Data Penggunaan Layanan

Pengumpulan data penggunaan Ia juga penting
untuk memahami pola penggunaan oleh penya ng disabilitas.
Data ini mencakup frekuensi perjalanan, durasi a n, dan
stasiun atau pemberhentian yang sering dign&g oleh
penyandang disabilitas. Selain itu, analisis data i apat
menunjukkan apakah ada tren tertentu, seperti waktu atau rute
yang lebih sering diakses oleh penyandang disabilitas, yang dapat
membantu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan di area
tertentu.
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5. Auditing Aksesibilitas oleh Pihak Ketiga
Audit aksesibilitas oleh pihak ketiga yang independen dan
profesional adalah metode yang sangat dianjurkan untuk menilai
kepatuhan terhadap standar aksesibilitas yang ada. Pihak ketiga
ini dapat melakukan audit menyeluruh terhadap fasilitas
transporta5| baik di dalam bus maupun di terminal, untuk
mastikan bahwa semua elemen sesuai dengan standar
ﬁe asional atau nasional. Menurut Wright et al. (2017), audit
mberikan penilaian objektif yang tidak bergantung pada
nal yang mungkin terdistorsi.

Indikator Kinerja m Evaluasi Layanan Inklusif
Untuk me evaluasi dan monitoring lebih terukur,

indikator kinerja yang@erlu ditetapkan. Beberapa indikator yang
dapat digunakan dala asi layanan inklusif meliputi:

1. Jumlah Bus yang Dap n?@es oleh Penyandang Disabilitas
Persentase bus dalam ar ? g dilengkapi dengan fasilitas

aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, seperti ramp untuk
kursi roda, tempat duduk khusus, da g yang cukup untuk alat

bantu. &
2. Kepuasan Pengguna Disabilitas Q
Tingkat kepuasan pengguna disabilitas yang Qur apakah

mereka merasa nyaman, aman, dan selama
menggunakan layanan bus. Hal ini mencakup aspek

fisik, seperti aksesibilitas kendaraan, serta kuahtas@lan
interpersonal yang diberikan oleh staf bus.

3. Waktu Respon terhadap Keluhan dan Masalah
Waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi keluhan atau masalah
yang dilaporkan oleh penyandang disabilitas, termasuk masalah
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terkait aksesibilitas. Pengelolaan keluhan yang efisien dan
responsif sangat penting dalam memastikan keberlanjutan
layanan inklusif.

4. Jumlah Pelatihan Staf Layanan
Frekuensi pelatihan dan pembaruan pengetahuan bagi staf bus
mengenai cara menangani penumpang disabilitas dengan cara
yang tepat dan sensitif.

@a alan Infrastruktur Aksesibilitas
‘/d kerusakan atau kegagalan pada fasilitas aksesibilitas,
pintu otomatis, dan kursi roda. Keandalan fasilitas
ii r&enhng untuk memastikan bahwa penyandang
disabilitas’d %nggunakan transportasi tanpa hambatan.

Tantangan dalam Eva@an Monitoring
Meskipun evalu onitoring merupakan bagian integral

dalam meningkatkan kualj e?gyanan inklusif, ada beberapa
tantangan yang perlu diatasi: /
1. Keterbatasan Anggaran }

Proses evaluasi dan monitoring yan prehensif memerlukan

sumber daya yang cukup, baik dari segigivaktu maupun biaya.
Pemerintah atau perusahaan transport&n kali menghadapi
anggaran terbatas, yang dapat meng a implementasi
evaluasi secara menyeluruh. O

2. Kurangnya Data yang Akurat
Salah satu tantangan utama dalam evaluasi adalah pen ulan
data yang akurat tentang pengalaman penyandang disabilitas.
Karena beberapa penyandang disabilitas mungkin tidak
menggunakan transportasi publik secara teratur, atau mereka
mungkin merasa tidak nyaman melaporkan masalah yang mereka
hadapi, hal ini bisa mengarah pada data yang tidak representatif.
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3. Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Evaluasi
Untuk melakukan evaluasi yang efektif, sangat penting untuk
melibatkan penyandang disabilitas dalam proses evaluasi. Hal ini
dapat dilakukan melalui forum pengguna, kelompok diskusi, atau
pertemuan khusus dengan penyandang disabilitas. Tanpa
keterlibatan langsung mereka, evaluasi dapat kehilangan

& perspektif yang sangat penting untuk meningkatkan layanan.

Evaluasi dan monitoring layanan bus pemerintah yang

if adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa layanan
Xortasi dapat diakses dan digunakan oleh semua lapisan
mas termasuk penyandang disabilitas. Melalui metode
evalua@beragam dan indikator kinerja yang jelas, penyedia
layanan ‘dap engidentifikasi masalah dan melakukan
perbaikan yaan kan. Namun, untuk mencapai keberhasilan
dalam evaluasi @nonitoring, penting untuk mengatasi
tantangan seperti atasan anggaran, pengumpulan data
yang akurat, dan kete e?q penyandang disabilitas dalam
proses evaluasi. Dengan defmikjgh,, evaluasi dan monitoring yang
efektif dapat meningkatkan ktali yanan bus pemerintah dan
menciptakan sistem transportasi yan
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Disabilitas
GETY
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>
Buku in@ngupas tantangan, kebijakan,
dan inovasi menyediakan transportasi
publik yan lusif bagi penyandang
disabilitas. M bungkan teori, data
empiris, dan stu s . Melalui analisis
mendalam, buku ini uzl\ ungkap hambatan
dan strategi mening an mobilitas
disabilitas, mengutamaka eadilan, dan
keberlanjutan transportasi. D??kan untuk
a

pembuat kebijakan, praktisi, “Qxdemisi,
buku ini menawarkan wa

rekomendasi guna memastikan
transportasi publik memenuhi keb
semua individu, tanpa terkecuali,

menciptakan masyarakat yang lebih inklusif
dan adil.
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